BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR )43} TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Menimbang

a.

BUPATI AGAM,

bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan
akuntabel sesuai asas-asas umum penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good goverment) dan terpenuhinya
hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
secara maksimal, maka pemerintah daerah wajib
menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar
Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan,

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,
dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah;

bahwa Keputusan Bupati Agam Nomor 123 Tahun 2018
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan
dan Nonperizinan Pada Dinas Penamaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sudah
tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur

Perizinan dan Nonperizinan;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  beberapa  kali diubah  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha, Perizinan, Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor
24);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

14. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha, Perizinan, Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor
24 );

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Perizinan Dan Nonperizinan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Keputusan ini.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU terdiri dari :
a. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko; dan
b. Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan dalam
melaksanakan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan
pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor
123 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penamaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 8 Maret 2024
BUPATI AGAM,

b

’
L

ANDRI WARMAN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERANGAN

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah Form 1 SOP-A-01

2. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah | Form 2 SOP-A-02
Rendah

3. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah | Form 3 SOP-A-03
Tinggi

4. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi Form 4 SOP-A-04




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 4}
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TAHUN 2024

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha (PBUMKU)

Form 5 SOP-B-01

2. | Izin Pendirian Sekolah Form 6 SOP-C-01
Izin Operasional Sekolah Form 7 SOP-C-02
Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan | Form 8 SOP-C-03
(LKP)

5. |Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan | Form 9 SOP-C-04
(LKP)

6. | Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat Form 10 SOP-C-05
(TBM)

7. |Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat Form 11 SOP-C-06
(TBM) :

8. |Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Form 12 SOP-C-07
Masyarakat (PKBM)

9. |Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Form 13 SOP-C-08
Masyarakat (PKBM)

10. |Izin Pemakaian Aset Daerah Form 14 SOP-C-09

11. | Izin Penyewaan Alat Berat Form 15 SOP-C-10

12. | Izin Penelitian Form 16 SOP-C-11

13. | Izin Pendirian Pengumpulan Uang dan Barang | Form 17 SOP-C-12
(PUB)

14. | Surat Izin Operasional (SIOP) Lembaga Form 18 SOP-C-13
Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial
(Orsos)

15. | Surat Izin Operasional (SIOP) Panti Asuhan Form 19 SOP-C-14

16. | Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis Form 20 SOP-C-15
(SIP-dr/SIP-dr.Sp)

17. | Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK) Form 21 SOP-C-16

18. | Surat Izin Praktik Perawat (SIP-P) Form 22 SOP-C-17

19. | Surat Izin Praktik Bidan (SIP-B) Form 23 SOP-C-18

20. | Surat Izin Praktik Apoteker (SIP-A) Form 24 SOP-C-19

21. | Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian | Form 25 SOP-C-20
(SIP-TTK)

22. | Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK-TS) Form 26 SOP-C-21

23. | Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Gizi (SIK-TGz / | Form 27 SOP-C-22

SIP-TGz)




24.

Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIK-F /
SIP-F)

Form 28 SOP-C-23

25. | Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis Form 29 SOP-C-24
(SIK-OK / SIP-OT)
26. | Surat Izin Kerja/Praktik Terapis Wicara Form 30 SOP-C-25
(SIK-TW / SIP-TW)
27. | Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT) | Form 31 SOP-C-26
28. | Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK-PM) Form 32 SOP-C-27
29. | Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler Form 33 SOP-C-28
(SIP-TKV)
30. | Surat Izin Kerja Refraksionis Form 34 SOP-C-29
Optisien /Optometris (SIK-RO/SIK-O)
31. | Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK-TG) Form 35 SOP-C-30
32. | Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA) Form 36 SOP-C-31
33. | Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Form 37 SOP-C-32
(SIP-GM)
34. | Surat Izin Kerja Radiografer (SIK-R) Form 38 SOP-C-33
35. | Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) Form 39 SOP-C-34
36. | Surat Izin Praktek Ahli Tekhnologi Form 40 SOP-C-35
Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
37. | Surat Izin Praktik Ortotis Prostetik (SIP-OP) / Form 41 SOP-C-36
Surat Izin Kerja Ortotis (SIK-O)
38. | Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Form 42 SOP-C-37
Tradisional Jamu (SIP-TKTJ)
39. | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Form 43 SOP-C-38
40. |Izin Tukang Gigi Form 44 SOP-C-39
41. |Izin Penggunaan Racun Api Form 45 SOP-C-40
42. | Izin Reklame Form 46 SOP-C-41
43. | Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Form 47 SOP-C-42
Pedesaan /Angkot
44. |Izin Praktek Dokter Hewan Form 48 SOP-C-43
45. | Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Form 49 SOP-C-44
Kesehatann Hewan (SIPP Keswan),Surat Izin
Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan
Kebuntingan (SIPP Pkb),Surat Izin Paramedik
Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP
Inseminator), Surat Izin Paramedik Veteriner
Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
46. | Izin Mendirikan Klinik Non BLU(Badan Layanan | Form 49 SOP-C-45
Umum) dan Non BLUD ( Badan Layanan Umum
Daerah)
47. | Izin Operasional Klinik Non BLU(Badan Form 49 SOP-C-46
Layanan Umum) dan Non BLUD ( Badan
Layanan Umum Daerah)
48. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan | Form 50 SOP-D-01
Ruang (PKKPR)
49, | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Form 51 SOP-D-02
50. | Rekomendasi Keramaian Form 52 SOP-D-03
51. | Surat Keterangan Rencana Kabupaten Form 53 SOP-D-04




52. | Rekomendasi Peil Banjir Form 54 SOP-D-05

53. | Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Form 55 SOP-D-06

54. | Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Form 56 SOP-D-07
(LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)

55. | Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKPLH Form 57 SOP-D-08

{UKL-UPL}/ KKLH{AMDAL}




tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
12. Peraturan yang terkait dari Kementerian (NSPK)

NOMOR SOP : SOP-A-01
TGL. PEMBUATAN |: 25 Mei 2024
TGL. REVISI : 00
TGL. EFEKTIF : 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
KABUPATEN AGAM ISAHRANGEER -
L]
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ot
ANDRI WARMAN
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 1. Memahami peraturan-peraturan pendukung
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Memahami tahapan kerja (prosedur)
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Mampu mengoperasikan Komputer dan Internet
4, Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha Berbasis|6. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi
Risiko
6. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

NSPK dari Kementerian

1. Komputer dan Printer
2. ATK

3. Scanner

4. Internet

5. Aplikasi OSS RBA

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila jaringan internet tidak efektif atau lancar maka proses layanan perizinan berusaha tidak dapat
dilaksanakan

1. KTP
2. Email yang aktif

3. _NPWP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO RENDAH

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Pemohon Lembaga OSS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Qutput
1. |Mendaftarkan Akun Melalui 0SS RBA
a. KTP
b. Alamat Email
c. Nomor Hp (Whattsap) 5 Menit Berkas Diterima
d. Nomor Pendaftaran AHU Online
(jika Non Perseorangan)
2. |Memverifikasi Akun Untuk
Mendapatkan Username dan
Password OSS Email atau Nomor Whattsap 2 Menit  |Username dan Password OSS
3. [Mengajukan dan menginput
permohonan penerbitan Nomor induk
Berusaha (NIB) NIB
Data Usaha 5 Menit
4. |Mengajukan dan menginput F
permohonan lzin Usaha
J_._ v Data sesuai bidang usaha 5 Menit 1zin Usaha
5. |Cetak NIB dan Sertifikat Standar
v
2 Menit NIB dan Sertifikat Standar
6. |Memenuhi persyaratan perizinan v
berusaha Persyaratan Tidak Lengkap
ﬁ untuk usaha dengan risiko
..IL; Pemenuhan Persyaratan T gl
menengah tinggi dan tinggi
7. |Verifikasi pemenuhan persyaratan
3 jika belum lengkap dinotifikasi
2 Menit untuk dilengkapi, jika
persyaratan lengkap
Persyaratan Lengk4 permohonan disetujui
8. |Persetujuan Permohonan
” 3 U 2 Menit Izin Terverifikasi




NOMOR SOP : SOP-A-02
TGL. PEMBUATAN | 25 Mei 2024
TGL. REVISI 00

TGL, EFEKTIF 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI AGAM,

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 1. Memahami peraturan-peraturan pendukung
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Memahami tahapan kerja (prosedur)
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Mampu mengoperasikan Komputer dan Internet
4. Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha Berbasis|6. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi
Risiko
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
12. Peraturan yang terkait dari Kementerian (NSPK)
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
NSPK dari Kementerian 1. Komputer dan Printer
2. ATK
3. Scanner
4. Internet
5. Aplikasi OSS RBA
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila jaringan internet tidak efektif atau lancar maka proses
dilaksanakan

layanan perizinan berusaha tidak dapat

1. KTP
2. Email yang aktif

3. NPWP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENENGAH RENDAH

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
’ Pemohon Lembaga OSS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Qutput @
1. |Mendaftarkan Akun Melalui 0SS RBA
a. KTP
b. Alamat Email
c. Nomor Hp (Whattsap) 5 Menit Berkas Diterima
d. Nomor Pendaftaran AHU Online
(jika Non Perseorangan)
2. |Memverifikasi Akun Untuk
Mendapatkan Username dan
Password 0SS Email atau Nomor Whattsap 2 Menit  |Username dan Password OSS
3. |Mengajukan dan menginput
permohonan penerbitan Nomor Induk
Berusaha (NIB) NIB
Data Usaha 5 Menit
4. |Mengajukan dan menginput F
permohonan Izin Usaha
_._ v Data sesuai bidang usaha 5 Menit Izin Usaha
5. |Cetak NIB dan Sertifikat Standar
v
2 Menit NIB dan Sertifikat Standar
6. |Memenuhi persyaratan perizinan v
berusaha Persyaratan Tidak Lengkap
W Pemenuhan Persyaratan s :mm:m. n_mqumz :.m,_a.
menengah tinggi dan tinggi
7.  |Verifikasi pemenuhan persyaratan
3 jika belum lengkap dinotifikasi
2 Menit untuk dilengkapi, jika
persyaratan lengkap
Persyaratan Lengki permohonan disetujui
8. |Persetujuan Permohonan
2 Menit Izin Terverifikasi




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : SOP-A-03
TGL. PEMBUATAN [ 25 Mei 2024
TGL. REVISI : 00

TGL. EFEKTIF : 1 Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

BUPAH AGAM,

DRI WARMAN

NAMA SOP

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

T

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

tidak dapat dilaksanakan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha
Berbasis Risiko
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
12. Peraturan yang terkait dari Kementerian (NSPK)
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
NSPK dari Kementerian 1. Komputer dan Printer
2. ATK
3. Scanner
4. Internet
5. Aplikasi OSS RBA
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila jaringan internet tidak efekiif atau lancar maka proses layanan perizinan berusaha| 1. KTP

2. Email yang aktif
3. NPWP




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
VERIFIKASI| PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENENGAH TINGGI
RUANG LINGKUP SELURUH SEKTOR

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Verifikator/ | Sub Koordinator/ | Koordinator/ . Keterangan
Pemohon Surveyor Pengendali Teknis | Pengendali Mutu Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1. |Mengajukan Permohonan melalui OSS RBA Ya Berkas Permohonan sesuai NA Berkas permohonan terterima
@ ketentuan melalui sistem OSS
2. |Melakukan verfikasi, memberikan ) ) 4 Berkas permohonan 1 Jam |Berkas permohonan
persetujuan jika dokumen lengkap dan f Tidak \ / Lo terterima melalui sistem 0SS terverifikasi
benar dan dikembalikan jika belum lengkap
dan belum benar / \
4
3. |Mempelajari hasil verifikasi dan menetapkan Berkas permohonan 1Hari |1. Kerangka Acuan Kerja
persiapan pelaksanaan survey selanjutnya Y terverifikasi 2. Rancangan SPT
menyampaikan hasilnya kepada 3. Berita Acara Survei
e Tiok Av, 4. Berkas permohonan
terverifikasi
5. Dokumen pendukung
lainnva
4. |Menguji dan mempelajari berkas persiapan 1. Kerangka Acuan Kerja 2 Jam  |Dukungan administrasi dan
pelaksanaan survey apabila sesuai, survey 2. Rancangan SPT perlengkapan survey lengkap
dapat dilaksanakan jika kelengkapan survei > - 3. Berita Acara Survei (termasuk pelaksanaan
»m._m: terpenuhi, apabila tidak maka survey Tidak i 4. Berkas permohonan briefing)
dunda terverifikasi
Ya 5. Dokumen pendukung
lainnya
5. |Pelaksanaan survei, apabila hasil survei Dukungan administrasi dan 2 Hari  |Berita acara hasil survey
sesuai antara dokumen pendukung dan Ya perlengkapan survey lengkap! berserta lampiran teknis
keadaan di lapangan, maka akan diteruskan (termasuk pelaksanaan pendukung
ke Koordinator, jika tidak sesuai, maka akan < briefing)
dikembalikan kepada pemohon.
6. |Mempelajari dan memutuskan kelayakan Berita acara hasil survey 1 Jam |Berita acara Hasil survey
penerbitan Seritikat Standar (SS) / berserta lampiran teknis disetujui sebagai dasar
pendukung penetapan Sertifikat Standar
(SS)
7. |Memberikan Notifikasi Persetujuan Berita acara Hasil survey 1 Hari  |Sertifikat Standar (SS)
disetujui sebagai dasar ditetapkan
penetapan Sertifikat Standar
(SS)
8. |Menerima Sertifikat Standar (SS) Q Sertifikat Standar (SS) NA Sertifikat Standar (SS)
ditetapkan diterima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : SOP-A-04
TGL. PEMBUATAN |- 25 Mei 2024
TGL. REVISI 1 00
TGL. EFEKTIF : 1 Juni 2024 a
IA BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH ' S
e

ANDRI WARMAN

NAMA SOP Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tinggi

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. Memahami peraturan-peraturan pendukung
2. Memahami tahapan kerja (prosedur)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. o i K
3. Undang-undang (UU) Nemor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah vm:unuzam.ﬂuﬂw” caﬂ:wﬂhﬂwn_ﬂnﬂomuﬂavwwﬁ dan Intemet
Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teli
4. Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi
5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha Berbasis
Risiko
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha di
Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
12. Peraturan yang terkait dari Kementerian (NSPK)
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: _
NSPK dari Kementerian 1. Komputer dan Printer
2. ATK
3. Scanner
4. Internet
5. Aplikasi OSS RBA
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Jaringan intemet tidak efektif atau lancar maka proses layanan perizinan berusaha tidak dapat| 1. KTP
dilaksanakan 2. Email yang aktif

3. NPWP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI
RUANG LINGKUP SELURUH SEKTOR

Pelaksana Mutu Baku
= Sub Koordinator/ .
Baghan Pemohon <M_.=.__631 Pengendali Zooa_:&o: Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keterangan
urveyor Teknis Pengendali Mutu
Mengajukan Permohonan melalui 0SS ﬂ} Ya Berkas Permohonan NA Berkas permohonan terterima
RBA — sesuai ketentuan melalui sistem OSS
Melakukan verfikasi, memberikan L Tk ./ Ya Berkas permohonan 1Jam |Berkas permohonan terverifikasi
persetujuan jika dokumen lengkap dan \ terterima melalui sistem
benar dan dikembalikan jika belum / \ 0ss
lengkap dan belum benar 3
Mempelajari hasil verifikasi dan Berkas permohonan 1Har [1. Kerangka Acuan Kerja
menetapkan persiapan pelaksanaan terverifikasi 2. Rancangan SPT
survey selanjutnya menyampaikan 3. Berita Acara Survei
hasilnya kepada Koordinator Tidak 4. Berkas permohonan
terverifikasi

5. Dokumen pendukung lainnya
Menguji dan mempelajari berkas 1. Kerangka Acuan Kerja| 2 Jam |Dukungan administrasi dan
persiapan pelaksanaan survey apabila 2. Rancangan SPT perlengkapan survey lengkap
sesuai, survey dapat dilaksanakan jika >; 3. Berita Acara Survei (termasuk pelaksanaan briefing)
kelengkapan survei telah terpenuhi, Tidak b 4. Berkas permohonan
apabila tidak maka survey ditunda terverifikasi

Ya 5. Dokumen pendukung
lainnya

Pelaksanaan survei, apabila hasil survei > Ya Dukungan administrasi 2 Hari |Berita acara hasil survey berserta
sesuai antara dokumen pendukung dan dan perlengkapan survey lampiran teknis pendukung
keadaan di lapangan, maka akan < lengkap (termasuk
diteruskan ke Koordinator, jika tidak pelaksanaan briefing)
sesuai, maka akan dikembalikan
Mempelajari dan memutuskan Berita acara hasil survey 1 Jam |Berita acara Hasil survey disetujui

kelayakan penerbitan 1zin berserta lampiran teknis sebagai dasar penetapan |zin

pendukung

Memberikan Notifikasi Persetujuan Berita acara Hasil survey 1 Hari [lzin ditetapkan
disetujui sebagai dasar

penetapan |zin

Menerima |zin Izin ditetapkan NA Izin diterima

BUPATIAGAM,




NOMOR SOP : SOP-B-01
TGL. PEMBUATAN |: 25 Mei 2024
TGL. REVISI : 00
TGL. EFEKTIF 2 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
KABUPATEN AGAM E
DISAHKAN OLEH .
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU o
DRI WARMAN
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA SOP Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti|3- Mampu berkomunikasi dengan baik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

4. Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Memilki sikap yang disipiin, tegas dan telti

5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha Berbasis
Risiko

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha di
Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

12. Peraturan yang terkait dari Kementerian (NSPK)

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
NSPK dari Kementerian 1. Komputer dan Printer

2. ATK

3. Scanner

4. Intermet

5. Aplikasi OSS RBA
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila jaringan internet tidak efektif atau lancar maka proses layanan perizinan berusaha tidak dapat| 1. KTP
dilaksanakan 2. Email yang aktif

3. NPWP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)
RUANG LINGKUP SELURUH SEKTOR

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Verifikator / Sub Koordinator/ Koordinator/ Keterangan
. i | kt:
el Surveyor Pengendali Teknis | Pengendali Mutu Kepain Dinas ReHRapw WA Cuiipin
1. |Mengajukan Permohonan melalui ﬂ/ Ya Berkas Permohonan sesuai Na  |Berkas permohonan terterima
OSS RBA — ketentuan melalui sistem OSS
2. [Melakukan verfikasi, memberikan ! b 4
persetujuan jika dokumen lengkap 1 Tidak \ Ya Berkas permohonan terterima o
dan benar dan dikembalikan jika / melalui sistem 0SS 1Jam  [Berkas permohonan terverifikasi
belum lengkap dan belum benar
3. [Mempelajari hasil verifikasi dan 1. Kerangka Acuan Kerja
menetapkan persiapan pelaksanaan 3 2. Rancangan SPT
survey selanjutnya menyampaikan 3. Kertas Kerja Survei
hasilnya kepada Koordinator Tidak Berkas permohonan terverifikasi 1 Hari : Berkas permohonan
" terverifikasi
5. Dokumen pendukung lainnya
4. |Menguji dan mempelajari berkas 1. Kerangka Acuan Kerja
persiapan pelaksanaan survey 2. Rancangan SPT
apabila sesuai, survey dapat \/; 3. Kertas Kerja Survei Dukungan administrasi dan
a:nxw.m:mxm: jika xo_msnxwu.mz ) = 4. Berkas permohonan 2 Jam |perlengkapan survey _aznwmu
survei telah terpenuhi, apabila tidak Tidak terverifikasi (termasuk pelaksanaan briefing)
maka survey ditunda s Ya 5. Dokumen pendukung lainnya
5. |Pelaksanaan survei, apabila hasil
survei sesuai antara dokumen Ya
pendukung dan keadaan di < CURURGAN adeiEiRER! dan . |Berita acara hasil survey berserta
lapangan, maka akan diteruskan ke perlengkapan survey lengkap 2 Hari lampiran teknis pendukung
Koordinator, jika tidak sesuai, maka (termasuk pelaksanaan briefing)
akan dikembalikan kepada
namahan
6. |Mempelajari dan memutuskan i i

xm_“ﬂxmq__n penerbitan BP-UMKU / Berita acara hasil survey berserta i dsm Hﬂﬁhﬂﬂ“”@%ﬁﬂﬂﬁ&

lampiran teknis pendukung penetapan Izin

7. |Memberikan Notifikasi Persetujuan Berita acara Hasil survey disetujui
sebagai dasar penetapan PB- 1 Hari |PB-UMKU Ditetapkan
UMKU
S RS PR C e ] PB-UMKU ditetapkan NA  [PB-UMKU Diterima




NOMOR SOP SOP-C-01
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI :00
TGL. PENGESAHAN -1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ISAERSAN Bk
NAMA SOP Izin Pendirian Sekolah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36(2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
Tahun 2014 tentang 'Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Pendidikan Dasar dan Menengah 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84|5- Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Intemnet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Pendirian Sekolah tidak dilaksanakan dengan baik
maka proses lzin Pendirian Sekolah tidak dapat diterbitkan sesuai standar
pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP lzin Pendirlan Sekolah

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur im T
Pemohon Front Office (FO) mnnarmwuano Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas 4__..__.._!_””.“.5 Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office .lan berkas permochonan 10 Menit |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika Yy
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak \\ berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
pemohon
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload
3 |dokumen persyaratan ke Apikasi SICANTIK berkas permohonan 1Jam  |berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas _LI_ "
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas parmohonan 15 ment w“.._nwﬂﬂﬁﬂzo:ns. daftar ceklist
permohonan ke BO | S i el
5 berkas permohonan, daftar ceklist, 1 berkas permohonan, daftar ceklist,
tanda terima dan data teknis tanda terima dan data teknis

Membuat surat Pengantar Berkas nj

_\,Lr_ berkas permohonan, daftar ceklist, 1Jam [Tanda Terma

6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis

Surat Pengantar
2
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) - lll_ mn_.;mu Permohonan dan Notulen 3hari  |rekomendasi
_J-
¥

Menerima rekomendasi, d liti hasil Tidak Sesual . '

8 | oiamendssi 0 menaik: has) AV e rekomendasi 1Jam  |rekomendasi
Besuai e

Menguiji dan pelajari kelayakan pemberian atau| W i
] penolakan izin sesuai rekome | OPD Teknis rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi

Peneta I lalui aplikasi Sicantik (di
10 atau %noﬂn:rvn.: AR OR nu Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan

Pencetakan Izin atau Surat Penolaka lalui .
i aplikasi sicantik FRe s reneRian meia _ “c Izin 1Jam |lzin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO _ _ Izin 10 Menit |lzin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat

3 . |lzin atau surat penolakan dan
13 olakan k
“..M.“._ :..M an ke pemchon dengan membuat tanda _ L—ﬂ Izin atau surat penolakan 10Menit |, ia terima

14 Menerima izin atau surat penolakan dan U , _n_,_._. _.Mn.n: surat penolakan dan tanda 10 Menit |lzin atau surat penolakan

menandatangani bukti tanda terima




NOMOR SOP SOP-C-02
TGL. PEMBUATAN 1 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DRSS
NAMA SOP Izin Operasional Sekolah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 tentang 'Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 080/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah

7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan pernzinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Intemet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Operasional Sekolah tidak dilaksanakan dengan baik
maka proses Izin Operasional Sekolah tidak dapat diterbitkan sesuai standar
pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Izin Operasional Sekolah

menandatangani bukti tanda terima

~

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back O i ¥ ok
Pemochon Front Office (FO) -MWO. e Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas _..“_ 2‘”-_» . Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office l J berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
[
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika b 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke T|dak \\ berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
pemohon
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload
3 dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas } |berkas permahonan 15 menit |Pe"as permohonan, dafar ceklist
dan tanda terima
permohonan ke BO | I
berkas permohonan, daftar ceklist, berkas permohonan, daftar ceklist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas nr_ aindla e dai darta teloiis 1 Jam \anda terima dan data teknis
! — | berkas permohonan, daftar ceklist, 2
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis Surat Pengantar 1 Jam Tanda Terima
|
|
|
| e
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) [ | _ Rapat Frarmatianead dain Notilen 3 hari rekomendasi
1
m _I_.
b 4
Tidak Sesuai
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi AV rekomendasi 1Jam  |rekomendasi
mbmtm_ rlcfl]. e
Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian atau ¢
] penolakan kzin sesusi rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1Jam  |keabsahan rekomendasi
10 n__uﬂ_wﬁvm: Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau nu aahaakian data 1 hari Lk b et pehiotakan
1 _u.munn..nrwz Izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi " \zin 1 Jam iy gl siial panosakas
sicantik
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan k da FO _ _ Izin 10 Menit |lzin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat " .. |lzin atau surat penclakan dan tanda
13 penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima. _ ¥ lein atau surst penciakan 10 Menit terima
14 Menerima izin atau surat penolakan dan Izin atau surat penolakan dan tanda 10 Menit |izin atau surat penclakan




NOMOR SOP SOP-C-03
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATAGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU FICARRAN-OLER
ANDRI'WARM
NAMA SOP Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

dengan baik maka proses lzin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional o9 FIE A
3. Keppres No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus 3. Mampu vquo_d::_xm.m_ dengan baik
dan’Lembaga Pelatihan Kerja 4. z_m:._.v.:.B.maaoum_,mm_.xm_...xo:._vzﬁoq nm::w.:..m Ms.Office
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang 5. Memiiki sikap yang disiplin, tegas dan tekd
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
6. Permendiknas No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tatakerja Direktorat Pendidikan
Luar Sekolah
7. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal
8. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Satndar Sarana dan
Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN |PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses layanan lzin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tidak dilaksanakan|1. Surat Rekomendasi 1.




SOP Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemohon | Front Office (FO) wJ.woo___f Koomdimator | Koordinator| Kepala Dinas :ﬂ q.p_“_. Kelengkapan Wakty Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ll } berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
:..I\
y

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap 4&2\ 2

2 akan diproses jika tidak dikembalikan ke psmohon berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada _Ir_ 5 berkas permohonan, daftar
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 | s permohonan 15 menit |ceklist dan tanda terima

w berkas permohonan, daftar
r_ berkas permohonan, daftar ceklist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas tarida terkne dan dela teknis 1 Jam H_PJ”_H_NE terima dan
.r_

e L L berkas permoh , daftar cekdist,
6 1 berkas p 1 ke Tim Teknis _ [ Surat Pengantar 1Jam Tanda Terima
7 |Membuat rekomendasi (citerima atau ditolak) [ H_ m..u._.,_ Fesnatmoanden Nolen 3hari  |rekomendasi

Tidak Sesugi
8  [Menerima rekomendasi, dan meneiti hasil rekomendasi Av banibo g 1Jam  |rekomendasi
Sesuai ———

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau
9 senolakan ixin sesusi el \dasi OPD Teknis rekomendasi 1Jam keabsahan rekomendasi
10 Mno_.”ﬂvn: Izin melalui apiikasi Sicantik (diterima atau —uu Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
1 Jo:nn,ﬂ_ﬁ_._ Izin atau Surat Penolakan melakl aplias! T 1zin 1 Jam Izin atau surat penolakan

sicantik
12 |Menyerahkan lzirSurat penolakan kepada FO _ _ |zin 10 Menit  |Izin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan 1zin atau surat penolakan
13 ke pemohon dengan membuat tanda terima. _ = i) zin atau surst panclalan 10 Menlt | 1o tanda terima

Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani Izin atau surat penolakan dan tanda 4
14 | ikti tanda terima Dn terima 10 Menit  izin atau surat penolakan




WoWeW-W.".W NOMOR SOP SOP-C-04

. TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN . 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH 3 oF
WARM
NAMA SOP Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

3. Keppres No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus
dan’Lembaga Pelatihan Kerja

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

6. Permendiknas No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tatakerja Direktorat
Pendidikan Luar Sekolah

7. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Non Formal

8. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Satndar Sarana
dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan

9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

|KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan l|zin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LKP) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

menandatangani bukti tanda terima

)

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Back Office Tim Teknis
K
Pemohon Front Office (FO) (80) Sub Koor Kepala Dinas Teckait Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ’ A ") berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika b
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidpk \ berkas permohanan 15 menit |berkas permohonan
pemohon
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan zin, upload
3 dokumen persyaratan ke Apikasi SICANTIK berkas permohonan 1Jam |berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas _|r—
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit “mﬂ_m nﬂm_hﬂwosmﬂowa ﬂ.«m mm.?ﬂ
permohonan ke BO | PR—
berkas permohonan, daftar
berkas permohonan, daftar ceklist, . ;
5 |Membuat surat Pengantar Berkas saricia terime: dan Asta telrs 1Jam Wx_wm, tanda terima dan data
: . berkas permohonan, daftar ceklist,
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis Surat Pengantar 1Jam [Tanda Terima
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) [ _ Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil / Tidak Sesual ) .
8 rekomendasi A\ rekomendasi 1Jam |rekomendasi
Becual | e——
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau , | )
9 perolakan zin sesual rekomendas| OPD Teknis rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
Penetapan |zin melalui aplikasi Sicantik (diterima
10 atay ditolak) Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
Pencetakan |zin atau Surat Penolakan melalui i
1 aplikasi sicantik _ T Izin 1 Jam Izin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO _ _ lzin 10 Menit  |lzin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat
13 |penolakan ke pemohon dengan membuat tanda L3 Izin atau surat penolakan 10 Menit J2ify LRI SLratipanolale, den
_ tanda terima
terima.
14 Menerima izin atau surat penolakan dan Izin atau surat penolakan dan tanda 10 Menit |izin atau surat penolakan




NOMOR SOP SOP-C-05

TGL. PEMBUATAN 1 25 Mei 2024

REVISI ;00

TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH

ANDRI WARMAN

NAMA SOP Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

6. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal

7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian \Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak|1. Surat Rekomendasi -
dilaksanakan dengan baik maka proses Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat
(TBM) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan




SOP Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Office
Pemohon FrontOffice (Fo) | 23K Sub Koordi Koordi palaDinas | 1 'M Teknis Kelengkapan Waktu Output
(BO) Terkait
1 [Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ’ ﬁ _|\ berkas permohonan 10 Menit Berkas permohonan
A
Y
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika Tidsk
2 |iengkap akan diproses jia tidak dikembaiikan ke pemohon \ berkas permehanan 15 menit berkas permohonan
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada } berkas permohonan, daftar ceklist dan
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO _ | % pe e 15 ment tanda terima
¥ berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist, tanda
% |Mambit surst Renganta Berkas _ tenma dan data teknis 1dam terima dan data teknis
‘
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis ] berias parmononan, dafiar celdiat, Surat 1 .Jam Tanda Terima
Pengantar
h
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) [ — Berkas Permohenan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
‘f
Tidak Sesual
8 [Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi A\ : rekomendasi 1 Jam rekomendasi
Besual  ee————
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau ; .
4 penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis relomendasi 1dam keabsahan rekomendasi
10 MMQ:MHE._ R rasRil d piteant SioantK (e v stay n |rl_ Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
11 Jm:nm.»mxm: Izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi 2in 4 Dy f2in atau surat penolakan
sicantik
12 |Menyerahkan |zin/Surat penolakan kepada FO _ _ Izin 10 Menit |zin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat _ 1. .
13 penclakan ke pemohon dengan buat tanda terima. * Izin atau surat penolakan 10 Menit Izin atau surat penolakan dan tanda terima
44 [Menetima [zin atay surat penciakan dan menandatangani I2in atau surat penolakan dan tanda terima 10Ment  |lzin atau surat penolakan

bukti tanda terima




NOMOR SOP SOP-C-06
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI AGAM,

DISAHKAN OLEH

ANDRI WARM

NAMA SOP Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 S .
Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan m H“MM“ w:m%nmm:%%ﬁmmﬂwﬂmnm”_ﬁ”“wﬂmEEBm Ms.Office
Dasar dan Menengah e S s
: e - ; 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses lzin Operasional Taman Bacaan Masyarakat
(TBM) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemohon FrontOffice(Fo) | B23ckOMice | o\ Koordinator | Koordinator | KepalaDinas | 7'M Teknis Kelengkapan Waktu Output
(BO) Terkait
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ﬁ 1.\ berkas permohonan 10 Menit Berkas permohonan
y

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika Tidkk

2 |jangkap akan diproses jika tidak dikembalian ke pemahon i \ berkas permohonan 15 ment berkas permohonan
Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 persyaratan ke Apliasi SCANTIK berkas permohonan 1Jam berkas permohonan

Menocetak dan memberikan tanda terima berkas kepada _Ll— berkas permohonan, daftar ceklist dan
4 |pemohon serta memberkan berkas permohonan ke BO 1 I berkas permchonen 15 menitianda terima

3 berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist, tanda

A o[ Mt et ageintar Elsricis _ ] terima dan data teknis 1dam terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis _ __ _umUm :oumm qﬂﬁ ohapan. dafiarcekie, Suret 1 Jam Tanda Terima
7 [Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) | _ Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi

b /
8 [Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi o ! rekomendasi 1 Jam rekomendasi

Fesual ey
9 Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau _ “ rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi

penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis

10 M.wn_ﬁ“__huma |zin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau _HJ u Kaabeshari datn 1 hari Izin atau surat penolakan
1 anﬂam_ﬂ: Izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi _ T izin 1.Jam |2in atau surat penolakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO _ _ Izin 10 Menit |zin atau surat penolakan
13 w_mm....__o__umox_.na” ﬁﬁ%ﬁoﬁﬁhﬁﬂﬁcﬂﬂ.ﬁh@dm e, _ L.._.; |zin atau surat penolakan 10 Menit |zin atau surat penolakan dan tanda terima

Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani ;
14 bukii tanda terima A VL Izin atau surat penolakan dan tanda terima 10 Menit |1zin atau surat penolakan




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-07

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017|2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36/4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan|5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Dasar dan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses lzin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar!
Masyarakat (PKBM) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Izin Pendirian Pusat Keglatan Belajar Masyarakat (PKBM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Tim T
Pemohon Front Office (FO) -o..ioov___o. Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas T _._5_- Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ﬁ _II\ berkas permohonan 10 Menit Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Tickak \
2 |akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohon baricas pammohonan 15ment  |berkas permohonan
|
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upioad dokumen
3 persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
w
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada _|Ir_ berkas permohonan, daftar ceklist dan
4 | pemohan serta memberikan berkas permohonan ke BO l I berkes permahanan 15 ment | terima
berkas permohonan, daftar cekiist, tanda berkas permohonan, daftar cekiist,
8 [Marricust surat Pangantar eres _ l terima dan data teknis TJem  handa terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis _ ] nSE._Bo“  PAFIchanen: daftar oekist, Surat 1Jam  |Tanda Terima
A
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) _..I U Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
¥
8 |Menerima rekomendasl, dan meneliti hasil rekomendasi Av rekomendasi 1Jam rekomendasi
Besual e
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau
9 penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
h
10  |Penetapan [zin melalul aplikasi Sicantik (dterima atau ditolak) _ _ Keabsahan data 1 hari |zin atau surat penolakan
11 |Pencetakan Izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi sicantik| _ “u 1zin 1 Jam 1zin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan lzin/Surat penolakan kepada FO _ _ 1zin 10 Menit Izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penclakan 1zin atau surat penolakan dan tanda
13 |xe pemonon dengan membuat tanda terima Lz sta surst penolakan 1oMent  ierima
Menerima
14 {zin atau surat penolakan dan menandatangani |zin atau surat penolakan dan tanda terima 10 Mentt |zin atau surat penolakan

bukti tanda terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-08

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

BUPATI AGAM,

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1s

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017(2. Memahami tentang proses pengurusan lzin
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36/4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan|5- Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Dasar dan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses lzin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office Sub Tim Teknis
Pemohon Front Office (FO) (80) Kaordis st Koordinator | Kepala Dinas Terkait Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ’ ﬂ,l\ |berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohanan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan dip jika tidak dikembalikan ke Tickak berkas permohonan 15 menit  |berkas permohonan
pemahon
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload
3 | dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permehenian 1Jam  |berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada _LI_ berkas permohonan, daftar ceklist
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 | bericas permohanen Tiam dan tanda terima
berkas permohonan, daftar ceklist, berkas permohonan, daftar ceklist,
S |Membuat surat Penganiar Baricas _ ] tanda terima dan data teknis TdaM | anda terima dan data teknis
. 1 berk h daft
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis * I mcawﬂwﬂﬂnﬂa%:m:_ atar celdist, 1Jam |Tanda Terima

7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) Biiekes hermahcnivi aar ottt dhai  |rekomendasi

1 Rapat
Tidak Sesual
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi & rekomendasi 2Jam  |rekomendasi

T
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau . .
¢ penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1Jam [|keabsahan rekomendasi

10 MMO:M_ME: Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau nu Keabeahan deta 1 hari tzin atau surat penolakan

1 -uwaam.,mxn: lzin atau Surat Penclakan melalui aplikasi 12in 1Jam  |fzin sty surat penolakan
sicantik

12 |Menyerahkan lzin/Surat penclakan kepada FO _ _ 1zin 10 Menit  (Izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat . |izin atau surat penolakan dan

g penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima. _ I ki StUerat parolian 10 Mem tanda terima

Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani D Izin atau surat penolakan dan tanda

bukti tanda terima terima 10 Menit  |lzin atau surat penolakan

~




NOMOR SOP SOP-C-09
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -

DRI WARMAN
NAMA SOP Izin Pemakaian Aset Daerah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017[1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasionall4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

4. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4, Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Pemakaian Aset Daerah tidak dilaksanakan dengan baik|1. Surat Rekomendasi i-
maka proses l|zin Pemakaian Aset Daerah tidak dapat diterbitkan sesuai standar
pelayanan




SOP Izin Pemakaian Aset Daerah

perolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima.

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemohon FrontOffice(Fo) | BacKOMce | o p Koord Koord Dinas | 7'M Teknis Kelengkapan Waktu output
(80) Terkait

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ﬁ 1\ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan

Menerima dan memerksa berkas persyaratan. Jika b 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tickk \ berkas permohonan 15menit  |berkas permohonan

pemohon

i Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload
3 men persyaratan ke Apikasi SICANTIK berkas permohonan 15mentt |berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada LI— berkas permohonan, daftar cekdist
# pemohan serta memberikan berkas permohonan ke BO Dk D b 10 Mork dan tanda terma

berkas permohonan, daftar cekiist, tanda berkas permohonan, daftar cekdist,

5 Memixutsiost Pencanise Beras _ ] terima dan data teknis 14am i nda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis _ __ “::.M“:ﬂw:o:o:u:. darfar cmdint, Gurat 1 Jam Tanda Terima

Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) dan
7 menyerahkan ke FO _ Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 2 han rekomendasi

Menerima SKRD, dan Rekomendasi, Jika diterima 4 —

memberitahu kepada pemohon untuk membayar SKRD, ak Sesual
8 ljia ditolak dibuat surat penolakan dan diserahkan ke BO . pelcamendas] 2Jsm  |rekomends!

untuk diperiksa
9 MM”,_MH! SKRD KE bank, dan Mengupload ke Aplikasi ee i 1 Jam kisbaahian koS "

y
10 Mﬂ"ﬁu-: By meR splsi Slcart (Fertns sty I“ _ |Keabsahan data 2 Jam Izin atau surat penolakan
v

1 _um:n...s_ﬁ: lzin atau Surat Penolakan melalui aplikasi _ _ \zin 1 i Izin atau surat penolakan

sicantik _
12 |Menyerahkan 1zin/Surat penolakan kepada FO _ _ 1zin 10 Ment  |Izin atau surat penolakan
13 Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat iz sl wurst panoiian 10 Menit 1zin atau surat penolakan dan tanda

Menerima (zin atau surat penolakan dan menandatangani
bukti tanda terima

1zin atau surat penclakan dan tanda terima

10 Mentit

1zin atau surat penolakan




NOMOR SOP SOP-C-10
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DISAHKAN OLEH
L]
S

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU D

NAMA SOP Izin Penyewaan Alat Berat
DASAR HUKUM |KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017|1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasionall4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

4, Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Intemet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Penyewaan Alat Berat tidak dilaksanakan dengan baik|{1. Surat Rekomendasi L.
maka proses lzin Penyewaan Alat Berat tidak dapat diterbitkan sesuai standar
pelayanan




SOP Izin Penyewaan Alat Berat

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur
Pemohon Front Office (FO) uﬂn.-oo.___n. Sub Koordi K Kepala Dinas 4..“_ ....o.ﬂ.t Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ' ﬁ 1\ |berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak berkas permohonan 15menit |berkas permohonan
pemohon
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload 1
3 dolumen persyaratan ke si SICANTIK berkas permohonan Sment |berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada } {berkas permohonan, daftar ceklist
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO _ _ berkas parmatonen 10Mmnk dan tanda terima
berkas permohonan, daftar cekist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas _ | terima dan data teknis Td8m  liarda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis _ __ .Wnﬂ__ﬂn-%“q:g:oa:. daflarceiiet, Sumt 1 Jam Tanda Terima
Membuat rekomendasi (ditenma atau dttolak) dan _L | .
7 menyerahkan ke FO Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 2 hari rekomendasi
[Menerima SKRD, dan Rekomendasi, Jika diterima 4 Tidak
|memberitahu kepada pemohon untuk membayar SKRD, ok Sesual
b __-B ditolak dibuat surat penolakan dan dserahkan ke BO relme ' & peome :
untuk diperiksa
9 M”-:..”ﬂv.! SKRD KE bank, dan Mengupioad ke Apiikasi I — i - e sabaaharirakoms "
y
10 Mn%nwus 3 Al apties Soarek {deesme Siag “ _ Keabsahan data 2Jam  |izin atau surat penolakan
v
11 Pencetakan |zin atau Surat Penolakan melalui aplikasi _ _ kin 1 Jam {zin atau surat penolakan
sicantik _
12 [Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO _ _ Izin 10 Menit  |lzin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat \zin atau surat penolakan dan tanda
<* 1 )
"2 | penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima. 2 Izin atau surat penolakan OMenk | oima
Menerima zin atau surat penolakan dan menandatangani iy
14 bukdi tacima . "J Izin atau surat penolakan dan tanda terima | 10 Menit  |(Izin atau surat penclakan




NOMOR SOP SOP-C-11
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPAT AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISNRCAN OLEN
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Penelitian
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat|1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
Keterangan Penelitian 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
2. Peraturan Mendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan(3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi|>- Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas|
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Intermnet

5. Aplikasi Sicantik

|PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Penelitian tidak dilaksanakan dengan baik maka proses Izin [1. Surat Rekomendasi -
Penelitian tidak dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan




SOP Izin Penelitian

tanda terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemohon maﬂwwﬂ_ﬂ mJ_ww_u.__no Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas zﬂnﬂ_ﬂh_. Kelengkapan | Waktu Output
Menyerahkan berkas permohonan ke Front . |Berkas

1

Office n.lH berkas permchonan| 10 Menit permohonan
J
Menerima dan memeriksa berkas Tigak \ o

2 |persyaratan. Jika lengkap akan diproses / berkas permohonan|{ 20 menit & mm:

jika tidak dikembalikan ke pemohon permohonan
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, berk

3 |upload dokumen persyaratan ke Aplikasi berkas permohonan| 1 Jam . mm:
SICANTIK Sl
Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik Izin atau surat

* (diterima atau ditolak) _ Keabsshan dete 4Jam penolakan

h||1..II..._

5 Pencetakan lzin atau Surat Penolakan - 1 & 1zin atau surat
melalui aplikasi sicantik penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin it et 1zin atau surat

6 |atau surat penolakan ke pemohon dengan € E.”h 10 Menit |penoclakan dan
membuat tanda terima penciakan tanda terima

7 Menerima izin atau surat penolakan dan _Nhﬂwn_”_ mchwﬁs 10 Menit Izin atau surat
menandatangani bukti tanda terima P - . penolakan




NOMOR SOP SOP-C-12
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 00

TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATRAGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DUSKHIGAH QLEH
ANDRTWARMAN
NAMA SOP Izin Pendirian Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
3. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan 3. Mampu gqxoaca.rm.m_ dengan baik
Sumbangan 4. z_mﬂuz. jmanogqmm_wm:.xoqﬁﬁoq Eaﬁmam Ms.Office
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 5. Memilii sikap yang dieipiin, tegas dan telti
Sosial
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau
Barang
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasionall
Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Pendirian Uang dan Barang (PUB) tidak dilaksanakan
dengan baik maka proses Izin Pendirian Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) tidak
dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Izin Pendirian Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

bukti tanda terima

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office Sub Tim Teknis
Pemohon Front Office (FO) (80) Koordinslor Koordinator | Kepala Dinas Terkait Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ! ﬁ“.j\ berkas permohanan 10 Menit  |Berkas permohonan
¥
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Tidsk
2 akan dipr jika tidak dikembalican ke = Av berkas permohonan 15 ment |berkas permohonan
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan (zin, upload dokumen
3 persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohonan 1Jam  |berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada } berkas permohanan, daftar ceklist
# pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 I v panmananssn 10 Mank dan tanda terima
berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
S [Membust surat Pangantar Berkes _ a1 terima dan data teknis 198M  anda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis _ w berkas permohonan, daflar celdist, Surst |, \ory  [Tanda Terne
Pengantar
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) [ _ Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
y
) / Tidek Sesual
B8 |Menerima rekomendasi dan meneliti hasil rekomendasi rekomendas| 2 Jam rekomendasi
Besual R
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau
" penolakan izin sesuai rekomendasi OPO Teknis rekomendasi 1Jam  |keabsahan rekomendasi
10 |Penetapan |zin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau ditolak) _ _ Keabsahan data 1 hari |zin atau surat penolakan
1 _uaRm,.u.&: 1zin atau Surat Penclakan meilalui aplikasi ki 1 Jam ki i sionat penolsiain
sicantik
12 |Menyerahkan zin/Surat penolakan kepada FO _ _ 1zin 10 Menit  |izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan A 1zin atau surat penolakan dan
B e pemchon dengan membuat tanda terima. _ T zin atau surat penolakan 10 Ment | nda terima
14 Menerima (zin atau surat penolakan dan menandatangani Izin atau surat penolakan dan tanda 10 Ment  |Izin atau surat penolakan




Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

NOMOR SOP SOP-C-13
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RIRAENAN QLE
NAMA SOP Surat  Izin . o_.uoBu.mo:m_ (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosiall
(LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik w ﬂmSm:mcaﬂmsasnanMmm um:ﬁi_xmmz Izin
) . Mampu berkomunikasi dengan
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-|s wemiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Menteri Sosial Rl No. 184/HUK/2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan
Sosial
7. Peraturan Mendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Intemet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Operasional (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS)/Organisasi Sosial (Orsos) tidak dilaksanakan dengan baik maka proses |lzin
Operasional (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)
tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Surat Izin Operasional (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Urailan Prosedur =
Pemohon Front Office (FO) -n...-oo_._s- Sub Koordinator | Koordinator | KepalaDinas | ' 4-..,..._- Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ﬁ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
N

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap bk

2 alcan dipr Jika tidak dikerbalikan ke pemahon berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upioad dokumen
3 persyaratan ke Apiikasi SICANTIK berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada _.|r berkas permohonan, daftar ceklist
4 pemahon serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 [ barkas parmohonan 10 Menit dan tanda terima

berkas permohonan, daftar cekdist, tanda |berkas permohonan, daftar ceklist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas nr_ terima dan data teknis TJam  lianda terima dan data teknis
| berkas permohonan, daftar ceklist, Surat
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis _ Pengantar ’ i 1 Jam Tanda Terima
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) [ _ Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
Y
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi A\ Tidak Sesuai rekomendasi 2 Jam rekomendasi
Besuai L

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau
9 | penoiakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis fokomendus! Tadam. - [kenbsabn reiomendas!
10 |Penetapan |zin melalui apiikasi Sicantik (diterima atau ditolak) _ _ Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
1 _...6288 kan |zin atau Surat Penolakan melalui apiikasi _ __.u \zin 1 Jam |zin atau surat penolakan

sicantik
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO _ _ 1zin 10 Menit  |lzin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan . izin atau surat penolakan dan tanda
13 ke permohon dengan membuat tanda terima. _ T 1zin atau surat penolakan 10Ment |

Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani .
14 Bkt tanda terma A Vn izin atau surat penolakan dan tanda terima 10 Menit  |Izin atau surat penolakan




5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga
Kesejahteraan Sosial

7. Peraturan Mendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

NOMOR SOP SOP-C-14
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DISAHKAN OLEH \
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU s
DRI WARMAN
NAMA SOP Surat lzin Operasional (SIOP) Panti Asuhan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Rl Nomor 11 tahun 2009 tantang Kesejahteraan 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  |3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-|4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3.ATK

4, Internet
5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN [PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Surat |zin Operasional (SIOP) Panti Asuhan tidak dilaksanakan|1. Surat Rekomendasi
dengan baik maka proses Surat |zin Operasional (SIOP) Panti Asuhan tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan




Surat Izin Operasional (SIOP) Panti Asuhan

PELAKSANA Mutu Baku Katerangan
No Uralan Prosedur -
Pemohon Front Office (FO) Back Otfica Sub Koordinat Kepala Dinas Ten Taknis Kelengkapan Waktu Output
(BO) Terkait

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office n.I\ berkas permohonan 10 Menit Berkas permchonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan, Jika lengkap Tillak \
2 |akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohon berkas permohanan ¥ment  |berkas permaohonan

Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 persyaratan ke Apikasi SICANTIK berkas permohaonan 1Jam berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada } berkas permohonan, daftar ceklist
4 |pemonon serta memberikan berkas permahonan ke BO 1 ) PAFAR pAOnNOtay 1S ment | jan tanda terima

\ berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
A |Membost supst Penganear Berkas _ | terima dan data teknis Tdam  lianda terima dan data teknis
3
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis _ —_ ww:mnﬁ_.ﬂﬂio_.aa; dafiar oekdist, Surat 1dam  |Tanda Terima
3y
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) I Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
u h
L
g 2 ; Tidak Sesual ,
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi A\ {rekomendasi 2 Jam |rekomendasi
SEsUal  —

Menguiji dan mempelajar kelayakan pemberian atau 5 :

] penolakan izin sesuai re ndasi OPD Teknis rekomendasi 1 hari keabsahan rekomendasi
k

10 |Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau ditolak) —H _ Keabsahan data 1 hari \zin atau surat penolakan
11 |Pencetakan Izin atau Surat Penolakan melalul aplikas! sicantik] _ “u \zin 1 Jam |zin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO _ _ Izin 10 Menit |zin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan 1zin atau surat penolakan dan tanda
13 |ie pemohon dengan membuat tanda terima. I* Izin ot surst penolaken ToMent  iorima

Menerima izin atau surat penclakan dan menandatangani Izin atau surat penolakan dan tanda
14 | Lidi tanda terima ( I3 e 10Ment  |lzin atau surat penolakan




Perizinanan Berusaha di Daerah

NOMOR SOP SOP-C-15
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PSRRI DR 3 '
=
DRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan|2. Memahamitentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

3. Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan|4- Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Praktik Kedokteran 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
|KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Praktik Dokter/Dokter Spesialis tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat |zin Praktik Dokter/Dokter Spesialis tidak dapat diterbitkan sesuai standar
pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
Be Atiwier 1o s Pemohon Frant Office (FO) m-nﬁ_mw____s m_._ux,%a_:a Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office -ﬁ S berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan
o
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika " ¥
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak \ berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
pemohon
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada _Ir t . |berkas permohonan, daftar ceklist
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO berkas pe onLy 15 menit dan tanda terima

5 |Memproses |zin melalui SiCantik _ Pl.__ rekomendasi 1 hari Data Upload di SiCantik
L r._
6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik _ I rekomendasi 1 hari keabsahan data
y =
i i ; n 4 jika perbaikan, langsung
7 |Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian izin 1 Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data

3
8 |Persetujuan Izin mu Surat Izin 2hari  |Surat |zin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat [zin .
9 Pertinggal _ _n—. Surat Izin 1Jam |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemchon . ”
9 dengan membuat tanda terima. _ _L_l Surat lzin 10 Menit  |Surat |zin

10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima n vn Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-16
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SNBARBANOLEN -
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK)
|DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
) 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan|g Menmiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Perizinanan Berusaha di Daerah
5. Permenkes Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Psikolog Klinis
6. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas|
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Psikolog Klinis tidak dilaksanakan dengan baik
maka Surat Izin Praktik Psikolog Klinis tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan -




SOP lzin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK)
PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Ursian Prossdur Pemohon Front Office (FO) meva_ e u_._v:_“.”a_:! Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office pﬁ .j\ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika " y
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Ticak x berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan

pemohon

_ Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada berkas permohonan, daftar ceklist

3 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO berkas pe ehen 15 mentt dan tanda terima
jj ==
4 |Memproses Izin melalui SiCantik _ _m rekomendasi 1 hari Data Upload di SiCantik
y
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik _ I rekomendasi 1 hari keabsahan data
y :

6 |Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian izin _ Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan __.ﬂ”xﬁn_hﬂ“awuwﬂ_a
7 |Persetujuan Izin nu Surat Izin 2hari  |Surat lzin
g |Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat izin Surat Izin 1Jam  |Buku agenda dan Arsip

|Pertinggal

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemchon _ ” | " .
9 dengan uat tanda terima. [€ Surat lzin 10 Menit  |Surat Izin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima A vu Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




Perizinanan Berusaha di Daerah

Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keparawatan

Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

NOMOR SOP SOP-C-17
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAIAN OLEH 3 :
"
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Perawat (SIP-P)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS|I PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. UU RI No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan|*: Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

gvmw_zoh_ﬁz

Apabila proses layanan lzin Praktik Perawat (SIP-P) tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat 1zin Praktik Perawat (SIP-P) tidak dapat diterbitkan sesuai
standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




Izin Praktik Perawat

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back O
Pemohon Front Office (FO) (80) °® | sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ' A J berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
3
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke ficiak berkas permohonan 15menit |berkas permohonan
pemohon
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas —lr berkas permohonan 15 menit wnmn_” nm nﬂﬂﬁﬂﬂﬂzﬂﬂh“a!
permohonan ke BO | |
4 [Memproses Izin melalui SiCantik _ rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
y
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik _ rekomendasi 3 Jam keabsahan data
6 [Menguii dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data Thari [lanjut atau Perbaikan i prctitiite), Wigetung
nguj empelajari kelayakan pemberia eabsahan ri nj erbai dilakukan edit deta
7 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat |zin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat |zin . ; ;
8 Pertinggal _ —u—h Surat Izin 15 menit |Bukuagenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon ; : z
9 ldengan membuat tanda terima. _ Surat Izin 10 Menit  |Surat Izin
10 [Menerims izin dan menandstangani buid tanda Surat izin dan tanda terima 10 Menit  [Surat Izin

terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-18
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 00

TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

BUPATI AGAM,

1

A | WARMAN

NAMA SOP Izin Praktik Bidan (SIP-B)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

3. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinanan Berusaha di Daerah

Permenkes Rl No. 28 Tahun 2017 tentang lzin dan Penyelenggaraan
Praktik Bidan

5. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Daerah

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4, Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Bidan (SIP-B) tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat |zin Praktik Bidan (SIP-B) tidak dapat diterbitkan sesuai
_Mﬁm:am_. pelayanan

1. dokumen Persyaratan -




SOP lIzin Praktik Bidan

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ﬁ n|\ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
A
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika b 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tickak \ berkas permohonan 15mentt |berkas permohonan
pemohon
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas _Ih_r berkas permohonan 15 menit MMHM ”m avﬂ:“ﬂﬂﬂ:.ﬂ ﬂ._ Onfiwe
permohonan ke BO 1 | " ma
4 |Memproses lzin melalui SiCantik _ rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
- 2z L i 5 ; jika perbaikan, langsung
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin — “ Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat |zin
8 z_o....o:..o; Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin Surat Izin 15mentt |Buku agenda dan Arsip
Pertinggal g
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke : . :
4 pemohon dengan membuat tanda terima. Burat ixio 10Menk | Suret 1zin
10 Menerima izin dan menandatangani bukti tanda Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin

terima




NOMOR SOP SOP-C-19
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI . 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH
NAMA SOP Izin Praktik Apoteker (SIP-A)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

2. Peraturan Pemerintah Rl  Nomor 6 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha di Daerah

3. Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Permenkes R
No. 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan lzin Kerja

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standarl
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6. SE Menkes RI Nomor HK 02.02/Menkes/24/2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Permenkes RI No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Permenkes RI No. 899 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan
Izin Kerja Kefarmasian

7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

tentang

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Apoteker (SIP-A) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Apoteker (SIP-A) tidak dapat diterbitkan

1. dokumen Persyaratan i-

sesuai standar pelayanan




SOP Izin Praktik Apoteker

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur .
Pemohon Front Office (FO) meon ____ . Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas permohonan ke Front _IVQJ .
1 Office .1 berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. ) y
2 |Jika lengkap akan diproses jika tidak T berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
dikembalikan ke pemohon
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit cm_“__n.“w aﬂﬂﬁﬁzm ﬂﬂmm?-
permohonan ke BO 1 [ on
4 |Memproses lzin melalui SiCantik _ rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian 4 - : jika perbaikan, langsung
6 izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan Izin — Surat Izin 1 hari Surat Izin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin ; ; .
8 Pertinggal Surat Izin 15menit |Bukuagenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke : : y
8 pemohon dengan membuat tanda terima. Surat izin 10 Menit  (Surat lzin
1o |Menerima izin dan menandatangen bukdi tanda Surat zin dan tanda terima 10Menit  |Surat zin




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-20

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TGL. PEMBUATAN . 25 Mei 2024
REVISI - 00
TGL. PENGESAHAN 1 .Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH
[

ANDRI WARMA!

NAMA SOP 1zin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan|2. Memahamitentang proses pengurusan Izin
Perizinanan Berusaha di Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Rl Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Permenkes R No. 88s|4- gwamc.amsooumam_wm: Komputer terutama Ms.Office
Tahun 2011 tentang Registrasi, zin Praktek dan Izin Kerja Kefarmasian 5. Memiiiki sikap yang disiplin, tegas dan telt
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. SE Menkes RI Nomor HK 02.02/Menkes/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Permenkes RI No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes Rl No. 899
Tahun 2011 tentang Registrasi, |zin Praktik dan Izin Kerja Kefarmasian
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK) tidak
dilaksanakan dengan baik maka Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-
TTK) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan ‘-




SOP Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uealan Prosedur Pemohon Front Office (FO) mnngxwwﬂ_nm SubKoordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office » ﬁ 1 berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika : L
2 (lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Ticak \ berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
pemohon
LHF
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada . |berkas permohonan, daftar ceklist
# *[pemahon serta memberikan berkas permohonan ke 5O berkas permohonan 1Smenit | an tanda terima
L]
5 |Memproses Izin melalui SiCantik _ _F rekomendasi 1 hari Data Upload di SiCantik
_.M —
6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 1 hari keabsahan data
7 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin r_ Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan Jika perbaikan, langsung
) Y pei dilakukan edit data
8 |Persetujuan Izin Surat Izin 2 hari Surat Izin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat |zin _ 1.
9 Pertinggal [« Surat Izin 1 Jam Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon ’
9 dengan wat tanda berima. [¢ Surat Izin 10 Menit  |Surat Izin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima A Vl Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-21
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 21 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU OISAHIAN OLEH "
-
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIK-TS)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan|2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
Perizinanan Berusaha di Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan|*- _sma.u.c.Bm:noum_.mw_.rm:.xoanﬁﬁ terutama Ms.Office
Tanaga Sanitarian 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24),
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Praktik Tenaga Sanitarian (SIK-TS) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat lzin Praktik Tenaga Sanitarian (SIK-TS) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan -




SOP lzin Praktik Tenaga Sanitarian

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ﬁ ;I\ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak \ v berkas permohonan 15menit  |berkas permohonan
pemohon /
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas .
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit uo_m_ﬂmw %cﬂ:mo:ﬂo:ﬂa,_ ol
permohonan ke BO ceklist dan a terima
4 |Memproses Izin melalui SiCantik rekomendasi 3Jam Data Upload di SiCantik
y
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3Jam keabsahan data
' o i . . y jika perbaikan, langsung
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin _ Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan Izin _ Surat 1zin 1 hari Surat lzin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin . i )
8 Pertinggal Surat |zin 15menit |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke _ _ ¢ " . .
" pemohon dengan membuat tanda terima. Surat tzin 10Menit | Surat izin
10 |Menerima izin dan menandatangard buldi tanda Surat zin dan tanda terima 10 Menit  [Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-22
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PASARKAN OLEH . -
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz)
|DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1
2.
3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Pemerintah Rl  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Daerah

Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat lzin Praktk Tenaga Gizi (SIP-TGz) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP lzin Praktik Tenaga Gizi

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ' ﬁ rl\ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidgk \v berkas permohonan 15menit |berkas permohonan

pemohon /

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas b

3 |kepada pemohon serta memberikan berkas [ berkas permohonan 15 menit ua_.mmn ua::o_..o:m:.‘ sl
ceklist dan tanda terima

permohonan ke BO _lln
4 |Memproses Izin melalui SiCantik _ rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
6 |Menguji dan m lajari kelayakan pemberian izin v Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan jika perbaikan, langsung

guji empelajari kelaya pe I dilakukan edit data

7 |Persetujuan lzin Surat Izin 1 hari Surat |zin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin . ’ f
8 Pertinggal _ T Surat |zin 15 mentt [Buku agenda dan Arsip

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke _ _ ¢ ) . .
9 pemohon dengan membuat tanda terima. SRt 10Menit | Surat tzin
30 (|[RISNON G dan IsE MO Dol tencie Surat Izin dan tandaterima | 10 Menit |Surat lzin

terima




NOMOR SOP SOP-C-23
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI .00
TGL. PENGESAHAN -1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU CRARRAN OLER ;
[ ™S
ANDRI WAR
NAMA SOP Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
3. Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan|3- Mampu berkomunikasi dengan baik
Praktik Fisioterapis 4. gmz._.u.c. imznoumam_wm.s._sanﬁoﬁ terutama Ms.Office
4. Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan telti
5. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F) tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat Izin Praktik Praktik Fisioterapis (SIP-F) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP lzin Praktik Fisioterapis

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (80) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ' ﬁ 1 berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. b
2 |Jika lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan fFidak \ berkas permohonan 15menit |berkas permohonan

ke pemohon /

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas

3 |kepada pemohon serta memberikan berkas [ berkas permohonan 15 menit ua..x.uu uoa._o:o:m:.. dafter
ceklist dan tanda terima

permohonan ke BO |
4 |Memproses Izin melalui SiCantik — rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data

Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian ) . ; jika perbaikan, langsung
6 izin _ Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan zin D Surat Izin 1 hari Surat |zin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat |zin : . .
8 Pertinggal _ _ ¢ Surat Izin 15 menit  |Buku agenda dan Arsip

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke _ _ ) ’ ;
9 pemohon dengan membuat tanda terima. Surat lzin 10Menit | Surat izin
10 Menerima tzin dan menandatangani bukti tanda Surat |zin dan tanda terima 10 Menit  [Surat Izin

terima




NOMOR SOP SOP-C-24
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN -1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN QLEH »
¥
ANDRI WARMA
NAMA SOP Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP-OT)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan w Rmamzmcﬂw“msﬁzﬂvﬁumm um:ﬂc_”“mmz Izin
. - Mampu berkomunikasi dengan bai
3. Wmﬂ”%_ﬂ :tMM:«”M”"_mm_._&m_”_um”Mﬂcq 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan a._smg.u.c.Eo:uonoaﬂ.xm:.xa:écaq Sznmd_m Ms.Office
4. Permenkes Rl Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan 3- Memilii sikap yang disiplin, tegas dan teli
dan Praktik Okupasi Terapis
5. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017,
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP-OT) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP-OT) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan ‘-




SOP Izin Praktik Okupasi Terapis

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office berkas permohonan 10 Menit  (Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan,
2 |Jika lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan berkas permohonan 1Smenit |berkas permohonan
ke pemohon
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas - .
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit r_.m”.nﬂ:”mo %...wn.. dafter
permohonan ke BO ORI AN 0o ema
4 |Memproses Izin melalui SiCantik _ —_ rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
= . ’ jika perbaikan,
6 Bﬂ:nc__ dan mempeiajari kelayakan pemberian _ Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan langsung dilakukan
edit data
7 |Persetujuan Izin Surat |zin 1 hari Surat Izin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat |zin —.lllu 1 ; : _ .
8 Pertinggal [ Surat Izin 15Smenit (Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke _ _ ¢ ; . el
9 pemohon dengan membuat tanda terima. Surat (2in 10Menit  |Surat Izin
10 Menerima (zin dan menandstangani bukti tanda Surat |zin dan tanda terima 10 Menit  [Surat |zin




NOMOR SOP SOP-C-25
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU AR OLER A 4 .
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Terapis Wicara (SIP-TW)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan|2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
Praktik Terapis Wicara 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017|5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Terapis Wicara (SIP-TW) tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat |zin Praktik Terapis Wicara (SIP-TW) tidak dapat diterbitkan sesuai
standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan e




SOP Izin Praktik Terapis Wicara

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan

. Uraian Prosedur Pemohon Front Office (FO) n-n._.mM“.___nn K oo.M."”m hor Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office A .j\ berkas permchonan 10 Menit  |Berkas permohonan

2 _,MMM”M__H Mxﬂﬂ:ﬁﬂﬂoﬁuﬂﬂ .”_oanmx ” “_nmﬂﬂ”ﬂw_” ._A.M.xvno_.:o:o: s berkas permohonan 15 menit  |berkas permohonan

J) il o al g mnd L seas pamtanan too e pormitarn e

s S

5 |Memproses Izin melalui SiCantik _ r—_ rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik

6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data

7 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan _rmaﬂ.””nwx“”rw”m“:n
8 |Persetujuan Izin nu Surat Izin 1 hari Surat Izin

9 w_”a_.”w.“u Surat izin den mengarsipian Surat tzin _ 1|T Surat Izin 15menit  |Buku agenda dan Arsip

9 uﬂ:ﬁ%ﬂ@hwﬂ.ﬁ.ﬁnﬁ“ﬂﬂwig i S _ T Surat zin 10 Menit  |Surat fzin

10 [Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-26
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IR LN
(=3
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2014 tentang Kesehatan|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Tradisional 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan|S.- Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Perizinanan Berusaha di Daerah
5. Permenkes Nomor 34 Tahun 2018 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik
Akupuntur Terapis
6. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat |zin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ﬁ .‘1\ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika )
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke fidak \ berkas permohonan 15ment |berkas permohonan
pemohon /
Y
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas : betiis parmohonan damar
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 mentit cekiist aﬂm: tarics te z....:m
permohonan ke BO
4 |Memproses lzin melalui SiCantik rekomendasi 3Jam Data Upload di SiCantik
Y
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3Jam keabsahan data
" rn L . ; . jika perbaikan, langsung
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat Izin
8 Zm:.oao_._ Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin Surat Izin 15ment  |Buku agenda dan Arsip
Pertinggal
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon ) . ’
"] dengan membuat tanda terima. Surat Izin 10 Menit  |Surat Izin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima Surat [zin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-27
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI . 00
TGL. PENGESAHAN - 1Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH Y

ANDRI WARM,

NAMA SOP

Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan|2. Memahami tentang proses pengurusan lzin
Perizinan Berusaha di Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes RI Nomor No 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan|4- Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
perekam medis 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Intemet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PM) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PM) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Bac
Pemohon Front Office (FO) ..wwﬁ:oo m:exﬁ%a_i Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ‘ ﬁ nl\ berkas permohonan 10 Menit (Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika .
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
pemohon /
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas L .
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15ment |PETkas wm::o:o:m:_ daftar
permohonan ke BO ceklist dan tanda terima
4 [Memproses Izin melalui SiCantik rekomendasi 3Jam Data Upload di SiCantik
Y
5 [Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3Jam keabsahan data
. o i e jika perbaikan,
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan langsung dilakukan edit
data
7 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat Izin
8 Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin 54 ) )
Pertinggal 13 Surat 1zin 15 menit |Buku agenda dan Arsip
9 Memberitahukan dan menyerahkan izin ke , ) .
pemaohon dengan membuat tanda terima. e Surat izin 10 Menit  [Surat lzin
Menerima izin dan menandatangani bukti tanda
10 [ ? Surat Izin dan tanda terima | 10 Menit  |Surat lzin




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-28
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 11 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH 3
X R
DRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Permenkes RI Nomor No 30 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik|2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
Teknisi Kardiovaskuler 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017|5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP lzin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back
Pemohon Front Office (FO) nmou _____ . Sub Koordinator Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ? ﬁ j\ berkas permohonan 10 Menit  (Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika ) 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke k berkas permohonan 15Smenit |berkas permohonan
pemochon
Y
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas h : —_—— ko diiif
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas ——— berkas permohonan 15 menit @8 perm e, o
ceklist dan tanda terima
permohonan ke BO _ _
5 |Memproses Izin melalui SiCantik rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
- - R ) . . jika perbaikan, langsung
7 |Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
8 |Persetujuan lzin Surat Izin 1 hari Surat Izin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin ’ ) .
9 Pertinggal Surat |zin 15menit |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke . _ ;
9 pemohon dengan membuat tanda terima. — _ : Suywt ein 10 Menit |Surat izin
10 Wisnacima kxin dan. mensndetngen buldl tenca Surat |zin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-29

KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI AGAM,

DISAHKAN OLEH

ANDRI WARMA|

NAMA SOP Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris (SIP-RO/SIP-0)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

2. Permenkes RI Nomor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

Refraksionis Optisien dan Optometris

Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24),

w

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris (SIP-RO/SIP-0) tidak
dilaksanakan dengan baik maka Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris (SIP-
RO/SIP-0) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan -




SOP lzin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris (SIP-RO/SIP-0)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office Sub :
Pemohon Front Office (FO) (BO) Koordinator Koordinator Kelengkapan Waktu Qutput
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office m‘jl\ berkas permohonan 10 Menit  [Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika W
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidek \ berkas permohonan 15menit |berkas permohonan
pemohon
i Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada .+ |berkas permohonan, daftar
4 |pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 berkas permohonan 1Bmenk: [ ciciet dan tenda ferkme
5 |Memproses Izin melalui SiCantik _ _J_ rekomendasi 3Jam  |Data Upload di SiCantik
6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik wll_ rekomendasi 3Jam  |keabsahan data
7 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin r.— Keabsahan data 1 harl lanjut atau Perbaikan Jika perbaikan, langsung
dilakukan edit data
8 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat 1zin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin [
9 Pertinggal “ Surat |zin 15 menit  |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon
10 dengan membuat tanda terima. € Surat Izin 10 Menit  |Surat Izin
11 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-30
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI .00

TGL. PENGESAHAN :1 Juni 2024

BUPATI AGAM,

DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-
ANDRI WARM
NAMA SOP Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP-TG)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Permenkes RI Nomor Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan|2. Memahami tentang proses pengurusan lzin
Teknisi Gigi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017(5- Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Interet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP-TG) tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP-TG) tidak dapat diterbitkan sesuai standar
pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP-TG)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika v
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak \ berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan

pemohon /

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas St B dar
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas | berkas permohonan 15 menit .ooﬂ_m.m %m_ﬂ__”._ anm._:ﬂ ﬂ_._j“

permohonan ke BO | |

b
5 |Memproses Izin melalui SiCantik rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3Jam keabsahan data
A 4 jika perbaikan,
7 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan langsung dilakukan
edit data

8 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat Izin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin ; e .
9 Pertinggal Surat lzin 15 menit |Buku agenda dan Arsip

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke ) )
9 |pemohon dengan membuat tanda terima. _ _- Surat izin 10 Menit  |Surat lzin

ima izin d ; i tand

10 nmu,am:am S TG R m vu Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  [Surat izin




NOMOR SOP SOP-C-31
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU CHEAHIGAN OL5H
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

2. UURI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan § prc J
3. Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik|>: Mampu berkomunikasi dengan baik
Penata Anestesi 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 5. Memilii sikap yang disiplin, tegas dan telit
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas|
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat 1zin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP lzin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
"o e Pemohon Front Office (FO) m.n.woo.___ﬂ Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohenan ke Front Office ’ ﬁ _J berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
3

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika i
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak berkas permohonan 15menit |berkas permohonan

pemohon

a S Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas

3 |kepada pemohon serta memberikan berkas \} berkas permohonan 15 menit vmimm pe :._..o.._a:m:A. daftar
|ceklist dan tanda terima

permohonan ke BO _ _.
4 |Memproses |zin melalui SiCantik _ rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5§ |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data

i L ; . " ; , jika perbaikan, langsung|

6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin _ Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan Izin Surat |zin 1 hari Surat Izin
8 ?83303 Surat krin dan mengersipkan Surat izin Surat Izin 15 menit |Buku agenda dan Arsip

Pertinggal

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon _ _ . . .
9 | dengan membuat tanda terima. Surat |zin 10 Menit  |Surat Izin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima Surat |zin dan tanda terima 10 Menit  |Surat lzin




NOMOR SOP SOP-C-32
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 11 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LASAHIAN OLEN :
L
ANDRIWAR
NAMA SOP Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-GM)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Permenkes Rl Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan|2. Memahamitentang proses pengurusan lzin
Pekerjaan Terapis Gigi dan Mulut 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 5. Memikkiskap yang chipin, tegas dan telti
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
|PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-GM) tidak
dilaksanakan dengan baik maka Surat |zin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-GM)
tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan -




SOP Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-GM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ﬁ 1\ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. b 4

2 |Jika lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan Tidak \ berkas permohonan 15menit  |berkas permohonan
ke pemohon

Y

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas 2 berkas permohonan. daftar ceklist

3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit dan .m:nm terima !
permohonan ke BO 1 [

4 |Memproses Izin melalui SiCantik _ rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik

3

5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian 3 i ; i jika perbaikan, langsung

6 izin _ Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data

Y

7 |Persetujuan lzin Surat |zin 1 hari Surat Izin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin . . .

8 Pertinggal _ T Surat Izin 15 menit |Bukuagenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke _ | - . .

g pemochon dengan membuat tanda terima, | Surat izin 10Menkt  |Surat izin

10 ﬁﬂﬂzam e n Vh Surat Izin dan tanda terima 10 Menit | Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-33
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 11 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ASRERANY GLEH 3
DRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Radiografer (SIP-R)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

2. UURI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan o )
3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjanaan|y Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Radiografer 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Intemet
5. Aplikasi Sicantik
[PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Praktik Radiografer (SIP-R) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Radiografer (SIP-R) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan i-




SOP lzin Praktik Radiografer (SIP-R)

Office

Menerima dan memeriksa berkas

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Meryerahkan berkas permohonan ke Front berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan

tanda terima

i

2 |persyaratan. Jika lengkap akan diproses jika berkas permohonan 15 ment |berkas permohonan
tidak dikembalikan ke pemohon
Mencetak dan memberikan tanda terima berka oAl dafta
3 |berkas kepada pemohon serta memberikan berkas permohonan 15 menit _m__.ww %mm:_.ﬂu: n%woza__.am ;
berkas permohonan ke BO on
4 |Memproses |zin melalui SiCantik rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3Jam keabsahan data
Menguji dan mempelajari kelayakan ’ , ; jika perbaikan, langsung
6 pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan lzin Surat lzin 1 hari Surat 1zin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat ' : p
8 Izin Pertinggal _ Surat |zin 1Smenit |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke —!l _ ) . )
9 pemohon dengan membuat tanda terima. Surer iz 10Mant  [Surst izin
10 [Menerima izin dan menandatangani bukd Surat lzin dan tanda terima | 10 Menit  |Surat Izin




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-34
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

BUPATI AGAM,

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

DRI WARMAN

NAMA SOP Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

2. UU RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan o P :
) _|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. m_nwﬂ__.wq__._uwmmwznuaoﬂ 45 Tahun 2015 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan S WNSTIRG STCAD YN DI, T8 dan el
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN |PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Praktik Praktik Elektromedis (SIP-E) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Praktik Elektromedis (SIP-E) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back O
Pemohon Front Office (FO) -o.mg ©® | sub Koordinator | Koordinator Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 [Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office 1 ﬁ J berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
[

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika ) 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidpk \ berkas permohonan 15menit |berkas permohonan

pemohon /

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit Hﬁﬂm_m uﬂﬂ:ﬁmﬂﬁ:ﬂ _”..zwmmnmﬂ

permohonan ke BO _ !

k
4 |Memproses lzin melalui SiCantik _ rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik _ rekomendasi 3 Jam keabsahan data
6 |Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan Jen rbulian, nrgeing
dilakukan edit data
) ) ¥

7 |Persetujuan Izin _ Surat 1zin 1 hari Surat Izin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin " ! ; .
8 Pertinggal _ __.. Surat Izin 15 menit |Buku agenda dan Arsip

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke _ L . - i
# pemohon dengan membuat tanda terima. | Surat izin 10Menk  [Surst izin
10 Menerima izin dan menandatangani bukti tanda Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin

terima




NOMOR SOP SOP-C-35
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ANDRI WARMA
NAMA SOP Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

2. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan g P )
) 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Ahlijg. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Teknologi Medik 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian \Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Intemet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktlk Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) tidak
dilaksanakan dengan baik maka Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-
ATLM) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP lzin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (B0O) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office 3 ﬁ >I|\ berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika ) 3
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak \ berkas permohonan 15 menit  |berkas permohonan

pemohon

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada . |berkas permohonan, daftar ceklist

3 |pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO _ | berkas pemehanan 15 mentt | 1an tanda terima
o]
4 |Memproses Izin melalui SiCantik _ __ rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik _ Fl__ rekomendasi 3 Jam keabsahan data
k r

6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin _ 1 Keabsahan data fhari  |lanjut atau Perbaikan __xuﬂﬂﬂﬁ”%%ﬂ:n
7 |Persetujuan Izin n u Surat Izin 1hari  |Surat lzin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin q 1 - ;
8 Pertinggal _* Surat Izin 15 menit |Buku agenda dan Arsip
9 Memberitahukan dan :.53..03263 izin ke pemohon Surat Izin 10 Menit  |Surat Izin

dengan membuat tanda terima.
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima m Vu Surat 1zin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-36
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RSt
L ¥
DRI WARMA
NAMA SOP Izin Praktik Ortotis Prostetik (SIP-OP) / Surat lzin Praktik Ortotis|
(SIP-0)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2. UU RINo0.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

3. Permenkes Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjanaan dan
Praktik Ortotik Prostetik

4. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Ortotis Prostetik (SIP-OP) / Surat |zin Praktik Ortotis
(SIP-O) tidak dilaksanakan dengan baik maka Surat Praktik Ortotis Prostetik (SIP-OP) /
Surat Izin Praktik Ortotis (SIP-O) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP Surat Izin Praktik Ortotis Prostetik (SIP-OP) / Surat Izin Praktik Ortotis (SIP-O)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Back Sub i
Pemohon Front Office (FO) nnﬁw.“___nm " xoﬂ_d o Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ﬁ I berkas permohenan 10 Menit  |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika ‘ b
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak \ berkas permohonan 15menit |berkas permahonan

pemohon /

. Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas berk ho dafta
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit omx__Mm auM_.ﬂHmﬂ nm:ﬂﬂ:._mm g

permohonan ke BO
4 |Memproses lzin melalui SiCantik |rekomendasi 3Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data

" L o Y jika perbaikan, langsung
6 [Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan m_% data
. . v

7 |Persetujuan lzin Surat Izin 1 hari Surat |zin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat 1zin Ly s ; ;
8 Pertinggal i Surat Izin 15 menit |Buku agenda dan Arsip

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon ) . .
9 cioripan membust nda . Surat lzin 10 Menit  |Suratlzin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Suratlzin

L




NOMOR SOP SOP-C-37
TGL. PEMBUATAN 1 25 Mei 2024
REVISI 1 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU EASAEIRRN OLER 4
£= g
RMAN
NAMA SOP Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIP-TKTJ)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang 'Percepatan Pelaksanaan
Berusaha

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017(3. Mampu berkomunikasi dengan baik
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Permenkes No.24 Tahun 2018 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktek|S. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
4. Permenkes No. 0584/menkes/SK/NI1/1995 tentang sentra pengembangan dan
penerapan pengobatan tradisional
5. Permenkes No.61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
Empiris
6. Kepmenkes RI No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIP-TKTJ)
tidak dilaksanakan dengan baik maka Surat lzin Praktk Tenaga Kesehatan
Tradisional Jamu (SIP-TKTJ) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan ‘-




SOP lzin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIP-TKTJ)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office Sub r
o] t
Pemohon Front Office (FO) (80) Koardiiator Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu utpu!
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ? n J berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan
3

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan, Jika ) ¥
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak \ berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan

pemohon

_ Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada .. |berkas permohonan, daftar ceklist

3 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO i FRemohona Wmerk dan tanda terima
j S
4 |Memproses |zin melalui SiCantik _ Fl_— rekomendasi 1 hari Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik _ r__ rekomendasi 1 hari keabsahan data
" — 5 . Jika perbaikan, langsung
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin _ FI_ Keabsahan data Thari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
¥

7 |Persetujuan lzin mu Surat Izin 2hari  |Surat lzin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat lzin e i
8 Pertinggal _ _‘_ Surat |zin 1Jam  |Buku agenda dan Arsip

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon . § N
9 dengan membuat tanda terima. _ _L_i Surat Izin 10 Menit  (Surat lzin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima A v\ Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  (Surat Izin




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-38
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH
|

ANDRI WARMAN

NAMA SOP Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
3. Mampu berkomunikasi dengan baik

2. Permenkes No. 0584/menkes/SK/VI/1995 tentang sentra pengembangan dan )
penerapan pengobatan tradisional 4. _smamc.s.mzmouoaw_.xm:_xoavcﬂm_. EEEEm Ms.Office
3. Permenkes No.61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan tefi
Empiris
4, Kepmenkes RI No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) tidak
dilaksanakan dengan baik maka Surat Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan -




Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back
Pemohon Front Office (FO) (BO) ® | sub Koordinator Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office m‘nl\ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. N
2 |Jika lengkap akan diproses jika tidak Tidak berkas permohonan 15Smenit |berkas permohonan

dikembalikan ke pemohon

¥

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas ‘ .
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15menit |Perkas permohonan, daftar ceklist

permohonan ke BO 1 I dan tanda terima
4 |Memproses Izin melalui SiCantik rekomendasi 20 menit  |Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik _ rekomendasi 3Jam  |keabsahan data

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian . iika perbaikan. la
& la Keabsahan data 1h i i jika pe n, langsung

izin et Pataben dilakukan edit data

) . h 4

7 |Persetujuan lzin _ Surat Izin 2 hari Surat |zin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin )
8 Pertinggal Surat |zin 15Smenit |Buku agenda dan Arsip
9 Memberitahukan dan menyerahkan izin ke _ _ _ : ) )

pemohon dengan membuat tanda terima. | Surat |zin 10 Menit  |Surat Izin

Menerima izin dan menandatangani bukti tanda ) .
10 Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  [Surat Izin




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-39

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN :1Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

BUPATI AGAM,

NAMA SOP Izin Tukang Gigi

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017|2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Rl No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan|4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Tukang Gigi tidak dilaksanakan dengan baik maka Surat
1zin Tukang Gigi tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan i-




Izin Tukang Gigi

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (80) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Ticdak berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
pemohon
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada _ |berkas permohonan, daftar
2 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO barkas parmalionan 15 menkt ceklist dan tanda terima
, T
4 |Memproses |zin melalui SiCantik _ —_ rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
jika perbaikan,
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin _ “ Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan langsung dilakukan edit
data
7 |Persetujuan Izin _ _ Surat Izin 1 hari Surat Izin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat |zin .
8 Pertinggal < Surat 1zin 15 menit |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon . .
9 dengan membuat tanda terima. Surat Izin 10Menit  |Surat lzin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat |zin




PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan
Alat Pemadam Api Ringan

NOMOR SOP SOP-C-40
TGL. PEMBUATAN . 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISARBAN.OLEH L~
Al WAR
NAMA SOP Izin Penggunaan Racun Api
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor|1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan zin
3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun bl i -
2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu|S- Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar|
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Bupati Agam Nomor 31 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis
Bangunan Gedung yang Wajib Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran

5. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Penggunaan Racun Api tidak dilaksanakan
dengan baik maka proses lzin Penggunaan Racun Api tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP I1zin Penggunaan Racun Api

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back Office Sub Tim Teknis
Pemohon Front Office (FO) {80) KoordlRsor Koordinator | Kepala Dinas Terkait Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office » ﬁ ;l\ berkas permohonan 10 Menit Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tioek \ berkas permohonan 15menit  |berkas permohonan

pemaohon

Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload
3 dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada LI_ berkas permohonan, daftar ceklist dan
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 [ berkcas permaohonan 10 Menk: tanda terima

berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar celdist,
& |Membuat surat Pengantar Berkas nj terima dan data teknis TJam  lianda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis _ __ W.Mﬂnmwﬂﬂh.:azo:m:_ caftur Gekdiat, Surat 1 Jam Tanda Terima
¥
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) — Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
b 4
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi A\ : rekomendasi 2.Jam rekomendasi
Besual eme—

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau i
9 penolakan izin sesual rekomandasi OPD Tekris rekomendasi 1.Jam keabsahan rekomendasi

Peneta| \zi lalui aplikasi Sicantik (diteri .u
10 n__po_mxu_un_._ zin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau m Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
¢ |Pencetakan zin atau Surat Penolakan melalui apiikesi \2in 1 Jafri Izin aay surat penciaken

sicantik
12 |Menyerahkan |zin/Surat penolakan kepada FO _ _ Izin 10 Menit |zin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat . ) Izin atau surat penolakan dan tanda
13 |senciakan ke pemohon dengan membut tanda terima. _ [ lzin iau sieat penoiaien TOMent  |ierima

Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani
14 bulkdi tanda terima ﬁ Vn |zin atau surat penolakan dan tanda terima 10 Menit Izin atau surat penolakan




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-41
TGL. PEMBUATAN 125 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN :1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH .
-
DRIWARMAN
NAMA SOP Izin Reklame

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Daerah 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Keputusan Bupati Agam Nomor 324 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilail 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Sewa Reklame, Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan, Nilai Perolehan
Air Tanah Serta Nilai Jual Sarang Burung Walet.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Reklame tidak dilaksanakan dengan baik maka proses
|zin Reklame tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Izin Reklame

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemahon Front Office (FO) -s.nw..__n. Sub K Koordinator | Kepala Dinas ._._ﬂhﬂ_...w Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permchonan ke Front Office ! ﬁ J berkas permohonan 10 Ment  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak \ berkas permohonan 15ment |berkas permohonan
pemohon
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan (zin, upload 15menit |berkas permohonan
3 |dokumen persyaratan ke Apiikasi SICANTIK berkas permohanan me pe
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada \_II&I_ 10 Men berkas permohenan, daftar ceklist
4 |pemohon serta memberikan berkas permohanan ke BO 1 I beries parmohcran ent | 4an tanda terima
3 r_ berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
8 {Memit st Penganter Baries _ terima dan data teknis Tim tanda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis _ l Dot pamnci oy elter DR Sum) 1Jam  [Tanda Terima
Pengantar
7 ::hiﬂ“r“.”uﬁm_&lo i (diterima atau ditolak) dan _ Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 2 hari rekomendas|
Menerima SKRD, dan Rekomendasi, Jika diterima £ Tidak Sesuai
jal Jail
8 memberitahu kepada pemohon untuk membayar SKRD, rekome: i 2 Jam relomendes!
Jika ditolak dibuat surat penolakan dan diserahkan ke BO p—
untuk diperiksa -
9 M“n._ﬂ“ﬂen_‘ SKRD KE bank, dan Mengupload Ke Aplikasi rekome i 1 Jam keabsahan rekomendasi
L
10 “.Moq“ﬂue: 1zin melalui aplikas| Sicantik (diterima atau “ _ Keabsahan data 2 Jam Izin atau surat penolakan
v
1 ”MHMW.B: 1zin atau Surat Penolakan melalui aplikasi _ _ 1zin 1 Jam |zin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan lzin/Surat p kan kepada FO _ _ Izin 10 Menit  |izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat _ _ > ) 10 " 1zin atau surat penolakan dan tanda
L penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima. . i iU st pencisken Mer terima
1 w..%hﬂ”.ﬁuﬂ..hl-: SML A0S S0 ARG A vh Izin atau surat penclakan dan tanda terima 10 Menit  |Izin atau surat penolakan




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOCR SOP SOP-C-42
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan/Angkot

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal
324s.

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan Pasal 26. 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 4. z_m_:.n.z anuoumam_wmz.xoauﬁwq aeﬁm._.:m BRSNS
4. Peraturan Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 5. MO SICAD vt RN, Togas den it
Berusaha
5. Peraturan Mendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Keputusan Menteri Perhubungan 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Pasal 42
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Intemet
5. Aplikasi Sicantk
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan/Angkot tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses Kartu Pengawasan (KP) Angkutan
Pedesaan/Angkot tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi o




SOP Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan/Angkot

buktl tanda terima

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back Office Sub Tim Teknis
nato rkalt Qutput
Pemohon Front Office (FO) (80) Koordl . Koordinator | Kepala Dinas Te Kelengkapan Waktu utp
1 |Menyerahkan berkas permohanan ke Front Office ’ h ﬂL berkas permohonan 10 Ment  [Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap bk \
4 akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohon berias permahonan Toment  |bedan pamioharian
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 persyaratan ke Apikasi SICANTIK berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada } |berkas permohonan, daftar ceklist
¢ pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO _ I berkas permohonan 10 Mentt dan tanda terima
berkas permohonan, daftar celdist, berkas permohonan, daftar cekiist,
5§ |Membuat surat Pengantar Berkas _ ] tanda terima dan data teknis 14aM | anda terima dan data teknis
6 h T _ r_ berkas permohonan, daftar ceklist, 5 i
Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis Surat Pengantar Jam anda Terima
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) _LU w“wx._-_. Permohonan dan Notulen 3hari  |rekomendasi
4
8  |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi A\ Tidak Sesuai A o Jaiti i
Besuai | S
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau
9 penclakan izin sesual rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
y
10 |Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau ditolak) Keabsahan data 1 hari |zin atau surat penolakan
1 Pencetakan |zin atau Surat Penolakan meialui aplikasi 1zin 1 Jam Izin atau surat penolakan
sicantik
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO _ _ lzin 10 Mentt  |izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penclakan |zin atau surat penolakan dan tanda
13 |ve pamchon dengan membuat tanda terima. _ le Izin atau surat penolakan 0Menk e
14 Menerima izin atau surat penalakan dan menandatangeni 1zin atau surat penolakan dan tanda 10 Ment  |izin atau surat penclakan




NOMOR SOP SOP-C-43

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPAT|AGAM,

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DISAHKAN OLEH

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NAMA SOP Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)

DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan  |1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Undang-undang RI No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang|2- Memahami tentang proses pengurusan |zin
No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik

3. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan|4- Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Berusaha 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

4. Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang pedoman
pelayanan jasa medik veteriner

5. Peraturan Mendagri Rl Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

|KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Tmmcm_m proses layanan Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) tidak dilaksanakan|1. Surat Rekomendasi ‘-
dengan baik maka proses Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan




SOP Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur
Pemohon Front Office (FO) -n.__-oo..__o. Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas | T'7 T eknis Kelengkapan Waktu Output
1 [Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ﬁ.ﬁﬂJ..K’ berkas permohonan 10 Ment  |Berkas permohonan
A
b

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Tidsk

2 akan diproses jika tidak dik ikan ke pei a \ berkas permohanan 15menit |berkas permohonan
Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada } berkas permohonan, daftar ceklist
4 |pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 I berkas perenchorian 10Ment | 1o tanda terima

berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
8 |Membust surat Pengantar Berkes _ — terima dan data teknis TJam  handa terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permononan ke Tim Teknis _ —_r berkas permotonan, daftar caldiet, Surat 1 Jam Tanda Terima
Pengantar
3
7 |Membuat rekomencdasi (diterima atau ditolak) [ _ Berkas Permohanan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendas|
L 4
Tidak Sesuai
8 [Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi Av ok rekomendasi 2 Jam rekomendasi
e ——

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau

9 penolakan izin sesuai rekomendas| OFD Teknis rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendas|
3

10 |Penetapan |zin melalui apiikasi Sicartik (diterima atau ditolak) _ _ Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
11 Pencetakan |zin atau Surat Penolakan melalui aplikasi (zin 1. Jorny \zin atau surat penolaian

sicantik
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO _ _ lzin 10 Menit  |lzin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan Izin atau surat penolakan dan tanda
13 ke pe n dengan membuat tanda teri [ Izin atau surat penolakan 10 Mentit torima

Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani
14 bukti tands terima A Vu Izin atau surat penolakan dan tanda terima| 10 Mentt  |1zin atau surat penolakan




NOMOR SOP SOP-C-44
TGL. PEMBUATAN .25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN -1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIEAHRAN OLEN =
ANDRI WARMAN
Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP
Keswan), Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan
NAMA SOP Kebuntingan (SIPP Pkb), Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan
Ismenator (SIPP Ismenator), Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan
Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Undang-undang RI No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.|2. Memahami tentang proses pengurusan lzin
18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Peraturan Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan|4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Berusaha 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 03 Tahub 2019 Tenatan pelayanan jasa medik
Veteriner
5. Peraturan Mendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor|
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24),
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Surat |zin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP.
Keswan), Surat |zin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP Pkb),
Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan Ismenator (SIPP Ismenator), Surat lzin
Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) tidak dilaksanakan
dengan baik maka proses Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
(SIPP Keswan), Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
(SIPP Pkb), Surat |zin Paramedik Veteriner Pelayanan Ismenator (SIPP Ismenator), Surat
I1zin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan
Kebuntingan (SIPP Pkb), Surat 1zin Paramedik Veteriner Pelayanan Ismenator (SIPP Ismenator), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan

Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemohon Front Office (FO) u-...m_woo____n- Sub Koordinator | Koordinator | KepalaDinas | ' ._.-.ﬂ._u Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ﬁ mlt\ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
§ ¢

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Nidak \ ;

2 akan diproses jika tidak diksmbalikan ke hon Q berkas permohanan 15 menit  |berkas permohonan
Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 persyaratan ke Apiikasi SICANTIK berkas permahonan 1.Jam berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada } berkas permohonan, daftar ceklist dan
4 |pemohan serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 [ berioss parmohonen 10Ment | nda terima

berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas nr_ terima dan data teknis Tdam o nda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permonhonan ke Tim Teknis _ ] wmﬂ.mhﬂwﬂo_.gm:. daflarted Suret 1Jam  |Tanda Terima
L
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) [ Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 han rekomendasi
; ]
8 [Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi / rekomendasi 2Jam rekomendasi
Feslls  rm—

Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian atau |

9 penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1Jam keabsahan rekomendasi
y

10 |Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau ditolak) _ _ Keabsahan data 1 hari 1zin atau surat penolakan
11 [Pencetakan Izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi sicantik] _ _._ﬂ 1zin 1Jam |zin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO _ _ Izin 10 Ment  (Izin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan ) |zin atau surat penolakan dan tanda
13 |ke pemonon dengan membuat tanda terima. g fin atau surat pencisian 1O Menit | ima
14 Mandsima izin atau sLemt pencialan dan menandatangani Izin atau surat penolakan dan tanda terima 10 Ment  (izin atau surat penolakan

bukti tanda terima




NOMOR SOP SOP-C-45

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPAT] AGAM,

DISAHKAN OLEH

ANDRI WARMAN

NAMA SOP Izin Pendirian Klinik Non BLU dan Non BLUD

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS]I PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah

3. Permenkes RI No. 920 Tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta Dibidang Medik

4. Permenkes RI No. 028/Menkes/Per/1/2011 tentang Klinik

5. Permenkes Rl No. 9 Tahun 2014 tentang klinik

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Daerah

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4, Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Intemet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Pendirian Klinik Non BLU dan Non BLUD tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses lzin Pendirian Klinik Non BLU dan Non
BLUD tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Izin Pendirian Klinik Non BLU dan Non BLUD

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur o s
Pemohon Front Office (FO) wnnnm Ouann Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas ._._..“.._ !._Mﬁ s Kelengkapan Waktu Qutput

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office . h J berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak \ berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan

pemohon

Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload |
3 dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohonan 1Jam |berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas b ’ ft .
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permechonan 15 menit Mo*ﬂm: da t o::“._g. I ciakdiet

permohonan ke BO | e

4 berkas permohonan, daftar ceklist, berkas permohonan, daftar cekdist,
5 |Mermbuat sutat Pangantar Berkes _ 1 tanda terima dan data teknis Tdam | nla terima dan data teknis
n...l_ berk honan, daftar ceklist
as permohonan, r ceklist, 7
8 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis Surat Pangantar 1Jam |Tanda Terima
W
2 Saovibiat ol dasi (dherima atau ditolak) _Iu Berkas Permohonan dan Notulen 3hari  |rekomendasi
Rapat
j =
L)
Y ./

Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil Tidak Sesual .

8 rekomendasi @ rekomendasi 1Jam  |rekomendasi
Resual ey

Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian atau i i
9 penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomencas| 1dam konbeatme tokoreticas

Penetapan |zin melalui aplikasi Sicantik (diterima i
10 atau ditolak) nu Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan

Pencetakan |zin atau Surat Penolakan melalui & .
11 aplikasi sicantik Izin 1Jam |zin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO 1zin 10 Menit |lzin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat

. |lzin atau surat penolakan dan
13 Hﬂ_o_-xn: ke pemohon dengan membuat tanda — L—n Izin atau surat penolakan 10 Menit anda terima
ma.

Menerima izin atau surat penolakan dan |zin atau surat penclakan dan tanda 5

4 menandatangani bukti tanda terima A vu terima e




NOMOR SOP SOP-C-48
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATLAGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU FRASSESEEES
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Operasional Klinik Non BLU dan Non BLUD
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

s

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan :
Perizinan Berusaha di Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes RI No. 920 Tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan|: Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms Office
Swasta Dibidang Medik 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Permenkes Rl No. 028/Menkes/Per/l/2011 tentang Klinik
5. Permenkes RI No. 9 Tahun 2014 tentang klinik
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Operasional Klinik Non BLU dan Non BLUD tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses lzin Operasional Klinik Non BLU dan Non
BLUD tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Izin Operasional Klinik Non BLU dan Non BLUD

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur K Offic: Tim Tekni
Pemohon Front Office (FO) m,-n_mo_ . Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas _ﬂo..rnm-.._n Kelengkapan Waktu Qutput

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office 3 ﬁ ‘1\ berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika b
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tickk \ berkas permohonan 15 menit  |{berkas permohonan

pemohon

Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload
3 dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohonan 1Jam |berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas } i
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit H:?W:Hﬂmwﬂzn? daftar celdiat

permohonan ke BO |

berkas permohonan, daftar ceklist, berkas permohonan, daftar cekdist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas _ r._ tanda terima dan data teknis Tdam tanda terima dan data teknis
7 n Pl— berkas permohonan, daftar ceklist, .
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis Surat Pengartar 1Jam |Tanda Terima
L 4
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) U Nonvz%.n Permohonan dan Notulen 3 hari eaikomandisl
L

Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil f Tidak Sesual < ¢

8 rakomendast A\ rekomendasi 1Jam |rekomendasi
Besual  lmm——

Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian atau i "
2 |penoclakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomencas| 1Jam knabaalian mkomandast

Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima z
10 atau ditolak) Keabsahan data 1 hari |zin atau surat penolakan

Pencetakan |zin atau Surat Penolakan melalui ; :
" aplikasi sicantik _ “ ¢ Izin 1Jam  |lzin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan |zin/Surat penolakan kepada FO _ _ Izin 10 Menit  |lzin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat
13 |penoclakan ke pemohon dengan membuat tanda _ le |zin atau surat penolakan 10 Menit ”_”aﬂ.ﬂ. _._u_“n» penclakan den

terima. 1

Menerima izin atau surat penclakan dan Izin atau surat penolakan dan tanda i
14 menandatangani bukti tanda terima ﬁ Vs ferknia 10 Menit  |1zin atau surat penolakan




NOMOR SOP : SOP-D-01
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
TGL. REVISI : 00
TGL. EFEKTIF - 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ENBAHIKAN WLEH A ' -
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ANDRI WARMAN
NAMA SOP Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang I e "
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

Peraturan Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan

Berusaha

Permendagri RI No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

7. Permen ATR/BTN Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Singkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Garis Sempadan
Bangunan.

8. Perda Kab. Agam No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kab. Agam 2021-2041

9. Perbup Agam No. 33 Tahun 2012 tentang Garis Sepadan Bangunan (GSB).

10. Perbup Agam No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelamjutan (LP2B).

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

12. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian

Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan

Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah

Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

o k0N~

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
NSPK dari Kementerian % Komputer dan Printer

2. ATK

3. Scanner

4. Internet

5. Aplikasi 0SS RBA
|PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila jaringan internet tidak efektif atau lancar maka proses layanan perizinan 1. KTP
berusaha tidak dapat dilaksanakan 2 Email yang aktif

3. NPWP




SOP PKKPR

Pelaksana Mutu Baku
. .. Sub Koordinator/ i
No Kefiiatan Pemohon <M“.._”\roﬂo”_...___ _unzua.._.an: vo_MMM._“_”“» n”?_ Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput Satamngan
Ya Teknis
1. |Mengajukan Permohonan melalui 0SS Berkas Permohonan sesuai NA Berkas permohonan
RBA ketentuan terterima melalui sistem
2. |Melakukan verfikasi, memberikan ] y Berkas permohonan 1 Jam [Berkas permohonan
persetujuan jika dokumen lengkap dan 1 Tidak \ Ya terterima melalui sistem terverifikasi
benar dan dikembalikan jika belum 0ss
lengkap dan belum benar .
L
3. |Mempelajari hasil verifikasi dan Berkas permohonan 1 Hari |1, Kerangka
menetapkan persiapan pelaksanaan terverifikasi Acuan Keria
survey selanjutnya menyampaikan X 2 Rancangan
hasilnya kepada Koordinator SPT
3. Berita Acara
._,_n_T Survei
4. Berkas
permohonan
terverifikasi
4. |Menguji dan mempelajari berkas 1. Kerangka Acuan 2 Jam |Dukungan administrasi
persiapan pelaksanaan survey apabila Keria dan perlengkapan
sesuai, survey dapat dilaksanakan jika 2. Rancangan SPT survey lengkap
kelengkapan survei telah terpenuhi, 3. Berita Acara (termasuk pelaksanaan
apabila tidak maka survey ditunda Tidak ) Survei briefing)
4, Berkas
permohonan
terverifikasi
5. |Pelaksanaan survei, apabila hasil survei Ya Dukungan administrasi dan | 5 Hari |Berita acara hasil
sesuai antara dokumen pendukung dan Ya perlengkapan survey survey berserta
keadaan di lapangan, maka akan lengkap (termasuk lampiran teknis
diteruskan ke Koordinator, jika tidak < pelaksanaan briefing) pendukung
sesuai, maka akan dikembalikan kepada
pemohon.
6. |Mempelajari dan memutuskan kelayakan Berita acara hasil survey 1 Jam |Berita acara Hasil
penerbitan PKKPR / berserta lampiran teknis survey disetujui
pendukung sebagai dasar
penetapan PKKPR
7. |Memberikan Notifikasi Persetujuan Berita acara Hasil survey 4 Jam |PKKPR ditetapkan
disetujui sebagai dasar
7 penetapan PKKPR
8. [Menerima PKKPR A vn | PKKPR ditetapkan NA PKKPR diterima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-D-02
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

BUPATI AGAM,

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIRAHIEAN OLEN
DRI WARMAN
NAMA SOP Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG)
[DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang

Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PKKPR

Perda Kab. Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang RTRW Kb. Agam 2021-2041
Perbub Kab. Agam Nomor 33 Tahun 2012 tentang Garis Sepadan Bangunan
Perbub Kab. Agam Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala DPMPTSP

2.
3.
4,

10.
1.

13.

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

INSPK dari Kementerian

Komputer dan Printer
ATK
Scanner

Intermnet
5. Aplikasi SIMBG

W =

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG)
tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur
Back Office Tim Teknis
Pemohon Front Office (FO) (80) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Terkait Kelengkapan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan melalul Aplikasi SIMBG O berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan

Membuat SKRD (diterima atau ditolak) dan menyerahkan
ke FO

Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 1 har rekomendasi

Menerima dan riksa berkas persyaratan. Jika N
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke berkas permohonan 3 Hari berkas permohonan
(pemohon
h

Menerima SKRD, dan Rekomendasi, Jika diterima

4 memberitahu kepada pemohon untuk membayar SKRD, Tidak Sesuai .
jika diolak dibuat surat penolakan dan diserahkan ke BO | rekomendasi 2Jam  reke
untuk diperiksa .
Membayar SKRD KE bank, dan Mengupload ke Aplikasi
5 m;.ﬁﬁ!. rekc dasi 1Jam  |keabsahan rekomendasi
Penetapan izin melalui a si Simbg (diterima atau
6 ditolak) P _ Keabsahan data 5 Jam Izin atau sural penolakan
v
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat Izin atau surat penolakan dan tanda
7 penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima. _ _ Izin atau surat penolakan 10Menh | e pe
Menerima izin atau surat penolakan dan r {atangani A wu
8 bukti tanda ferima < Izin atau surat penolakan dan tanda terima| 10 Menit  |Izin atau surat penolakan




NOMOR SOP SOP-D-03

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI . : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPAT| AGAM,

DISAHKAN OLEH
DRI WARMAN

NAMA SOP Rekomendasi Keramaian

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha

2. Peraturan Mendagri Rl Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

NSPK dari Kementerian

Komputer dan Printer
ATK

Scanner

Internet

5. Aplikasi Sicantik

Bw N -

| PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Rekomendasi Keramaian tidak dilaksanakan dengan
baik maka proses Rekomendasi Keramaian tidak dapat diterbitkan sesuai
standar pelayanan

1.  Surat Rekomendasi -




SOP Rekomendasi Keramaian

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Front Office Back Office Tim Teknis
lengkapan Waktu Output
Pemohon (FO) (80) Sub Koordinator Koordinator | Kepala Dinas Terkait Kelengkap P
Menyerahkan berkas permchonan ke Front . |Berkas
1 Office 1\ berkas permohonan| 10 Menit permohonan
¥
Menerima dan memeriksa berkas Tigak \ —
2 |persyaratan. Jika lengkap akan diproses / berkas permohonan| 20 menit permohonan
jika tidak dikembalikan ke pemohon
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, berkas
3 |upload dokumen persyaratan ke Aplikasi berkas permohonan| 1 Jam permohonan
SICANTIK
Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik Izin atau surat
4 (diterima atau ditolak) I Kesstwaionn dute am penolakan
5 Pencetakan Izin atau Surat Penolakan _ \zin { i Izin atau surat
melalui aplikasi sicantik penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin ) 1zin atau surat
6 |atau surat penolakan ke pemohon dengan € _Nm_“ﬂwwﬂmm_”_m”:an 10 Menit |penolakan dan
membuat tanda terima. P tanda terima
7 Menerima izin atau surat penolakan dan Wmﬁ“ﬂmﬁmwcﬁw 10 Menit Izin atau surat
i i i lakan
menandatangani bukti tanda terima tanda terima peno




NOMOR SOP SOP-D-04
TGL. PEMBUATAN 25 Mei 2024
REVISI : 00

~Ln TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH
A
NAMA SOP Surat Keterangan Rencana Kabupaten
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

.18 21 t Perat I U :
2 Nﬂ.m_.”m m_mzaﬁﬂ”ﬂ:owmgna: ang Peraturan pelaksanaan UU no.28 Tahun 2002 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang M R”M_ﬂn_ Jm:qumb__ﬂmzm_Aﬂauchﬂm,o_.“:_ﬂ:m Me.Ofice
4. Permendagri Rl No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan|”™" WA yong cnipmn, tige T
Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Permen ATR/BTN Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuain
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Singkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Garis Sempadan Bangunan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur]
Administrasi Pemerintahan
7. Perda Kab. Agam No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kab. Agam 2021-2041
8. Perbup Agam No. 33 Tahun 2012 tentang Garis Sepadan Bangunan (GSB).
9. Perbup Agam No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelamjutan (LP2B).
10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.Komputer
2.Printer
3ATK
4 Internet
5.Aplikasi ik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.  Surat Rekomendasi

Apabila proses layanan Surat Keterangan Rencana Kabupaten tidak dilaksanakan dengan
baik maka proses Surat Keterangan Rencana Kabupaten tidak dapat diterbitkan sesuai
standar pelayanan




SOP Keterangan Rencana Kabupaten

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemohon ront Office (FO) oordinator oor epala Dinas Kelengkapan al
Front Office (FO u_.nﬂ..mw“___n. Sub Koordi Koordinator | Kepala DI dﬂ..“m”_,.._n fengka Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permahonan ke Front Office . ﬁ ﬂl\ berkas permohonan 10Menit  |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan, Jika lengkap
2 akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohon Ticleg Av berkas permohanan 1S mentt  |berkas permohonan

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada \_LI_! berkas permohonan, daftar ceklist

3 pemohaon serta memberikan berkas permohonan ke BO barias permohonan 10Manl dan tanda terima
Pll_ {berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daflar ceklist,
4 Membuateyist Pexpanier Betkas _ _ terima dan data teknis tharllanda terima dan data teknis
-n

5 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis _ _ Huwwzﬂhd&:ozm:, dafiar ceklist, Surst 1 Jam Tanda Terima

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau i
7 pencisican Surat Keterangan oleh OPD Teknis [ _ Surat ketetangan 3 hari keabsahan rekomendasi

Sesuai
N

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan Tidak Sesual 1zin atau surat penolakan dan
8 ke pemohon dengan membust tanda terima. 1zin atau surat penolakan 10 Menit \anda botivia
g |[Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani Izin adau surat penolakan dan tanda terima| 10 Menk  |Izin atau surat penolakan

bukti tanda terima




NOMOR SOP SOP-D-05
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN 11 Juni 2024
KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IBALICAN CLER
NAMA SOP Rekomendasi Peil Banijir
|DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. UU No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan|2- Memahami tentang proses pengurusan Izin
Pemukiman 3. Mampu vmqro:.::_rm.m_ dengan baik
3. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. z_ma.v.:.S.mzcovmqmw_.xm:.xo_ﬁv&ﬂ 8&#.:5 Ms.Office
4. PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan telit
5. Peraruran Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha
6. Permendagri RI No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
7. Permen ATR/BTN Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Singkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Garis Sempadan Bangunan.
8. Perda Kab. Agam No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kab. Agam 2021-2041
9. Perbup Agam No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelamjutan (LP2B).
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
|KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Rekomendasi Peil Banjir tidak dilaksanakan dengan baik maka
proses Rekomendasi Peil Banijir tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Rekomendasi Peil Banjir

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Offic
Pemohon |Front Office (FO) E_n__.ug € | sub Koordinator Koordinator Kepala Dinas  |Tim Teknis Terkal Kelengkapan Waktu Qutput
1 ﬁmﬁuazxna berkas permohonan ke Front berkas permahonan 10 Menit Berkas permohonan
\

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. ...%
2 |Jika lengkap akan diproses jika tidak berkas permohonan 15 menit berkas parmchonan

dikembalikan ke pemochon

Mengagendakan berkas persyaratan izin, s
3 |upload dokumen persyaratan ke Aplikasi berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan

SICANTIK

Mencetak dan memberikan tanda terima _ 1 berkas nammohonian; dafhar coklist
4 |berkas kepada pemohon serta memberikan | | berkas parmohonan 10 Menit sn ﬁ_..mu farima

berkas permohonan ke BO

berkas permohonan, daftar
% berkas permohonan, daftar ceklist,

5 |Membuat surat Pengantar Berkas _ ] Hﬂ”.n.x_”ﬂnn terima dan 1Jam tanda terima dan data teknis

Menyerahkan berkas permohonan ke Tim berkas permohonan, daftar i
8 4-5.”._._. _le ceklist, Surat Pengantar 1 Jam Tanda Terima

Berkas Permohonan dan .
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) _!.l Notulen Rapat 2 hari rekomendasi
7

g [Menerima rekomardasl, dan menalti hasl / Tidak Sesual rekomendasi 2 Jam rekomendasi

rekomendasi

Sesuai ﬁ|.'|

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian .
9 |atau penolakan izin sesuai rekomendasi OPD rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi

Teknis
10 Penstapan zin melalul apHkas! Sicantik I|_ Keabsahan data 1 hari |zin atau surat penolakan

(diterima atau ditolak)
1 Pencetakan Izin atau Surat Penolakan melalui _ \zin 1.dam Izin atau surat penolakan

aplikasi sicantik
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO _ _ Izin 10 Menit Izin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau ) ) Izin atau surat penolakan dan tanda
13 |sural penolakan ke pemohon dengan _ " Izin atau surat penclakan 10 Menit isrima

membuat tanda terima. L4
14 Menerima izin atau surat penolakan dan Wm_..q..ﬂm_.__u w.“o_.ﬂ*_.._,._ﬂ:u_nrn: 10 Menit I2in atau surat penolakan

menandatangani bukti tanda terima




NOMOR SOP SOP-D-06
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN :1Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATLAGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ERSNIAR GLER
DRI WARMAN
NAMA SOP Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

2. Permenhub nomor PM 17 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak i P .
Lalu Lintas 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. i .
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 gm.ﬂm:.ﬁm:uouoqmm_w m:.xo_su:ﬂm_. Hm::mq:m SN
ik : 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) tidak dilaksanakan
dengan baik maka proses Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi S




SOP ANDALALIN

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Front Office Back Office Kepala Tim Teknis
Pemohon (Fo) (80) Sub Koordinator | Koordinator Dinas Terkait Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas permohonan ke
1 Front Office ﬁ.ﬂ berkas permohonan 10 Menit Berkas permohonan
v
Menerima dan memeriksa berkas TidaK \
2 |persyaratan. Jika lengkap akan diproses berkas permohonan 15 menit berkas permohonan
ljika tidak dikembalikan ke pemohon
Mengagendakan berkas persyaratan izin, b
3 |upload dokumen persyaratan ke Aplikasi berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
SICANTIK
Mencetak dan memberikan tanda terima | _ 1
4 |berkas kepada pemohon serta T berkas permohanan 10 Menit ”Mﬂh”“hﬁo.ﬂ%u:.noﬂ“?ﬂ
memberikan berkas permohonan ke BO
v berkas permohonan, daftar berkas permohonan, daftar
5 [Membuat surat Pengantar Berkas ceklist, tanda terima dan data 1 Jam ceklist, tanda terima dan data
_ “ teknis teknis
Menyerahkan berkas permohonan ke Tim berkas permohonan, daftar i
® |Teknis _ r.__ ceklist, Surat Pengantar 1.am Tanda Terima
Membuat rekomendasi (diterima atau Berkas Permohonan dan
: ditolak) | Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil .
8 rikorandas] Av Tidak Sesual rekomendasi 2 Jam rekomendasi
ual rTl|11I
|Menguji dan mempelajari kelayakan
9 [pemberian atau penolakan izin sesuai rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
rekomendasi OPD Teknis
Penetapan lzin melalui aplikasi Sicantik
10 (diterima atau ditolak) _Hu{u Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
Pencetakan Izin atau Surat Penolakan _ : .
1 melalui aplikasi sicantik T. Izin 1 Jam izin atau surat penclakan
12 RM:(@E:_S: kzin/Surat penolakan kepada _ lzin 10 Menit Izin atau surat penclakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin )
13 |atau surat penclakan ke pemohon dengan 1zin atau surat penolakan 10 Menit W_nnn_ﬂhq_wc_.m. penciaian dan
membuat tanda terima. | MGR-asr
14 Menerima izin atau surat penclakan dan 1zin atau surat penolakan dan 10 Menkt Izin atau surat panolakan

menandatangani bukti tanda terima

tanda terima




NOMOR SOP SOP-D-07

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ANDRI WARMAN

Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial|

NAMA SOP (Orsos)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

. 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-|s pemiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

6. Peraturan Menteri Sosial RI No. 184/HUK/2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan
Sosial

7. Peraturan Mendagri Rl Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Intemet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi|1. Surat Rekomendasi ‘-

Sosial (Orsos) tidak dilaksanakan dengan baik maka proses Tanda Daftar Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos) tidak dapat diterbitkan sesuai

standar pelayanan

ol S




Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back T Takat
Pemohon Front Office (FO) ioo.__s. Sub Koordinator | Koordinator | Kepaia Dinas [ ' "8HH® Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office . ﬁ J berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
A

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan Jika lengkap Tidbk \

2 akan diproses |ika tidak dikembalikan ke pemohon berkas permohonan 15Sment |berkas permohonan
S S =

Mengagendakan berkas persyaratan {zin, upload dokumen
3 persyaratan ke Apikasi SICANTIK berkas permohanan 1 Jam berkas permaohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada —li.hl._ berkas permohonan, daftar ceklist
4 |pemohon serta memberian berkas permohonan ke BO 1 I Deficas parmohorsn 10Ment | tanda terima

berkas permochanan, daftar celdist, tanda berkas permohonan, daftar cekiist,
5 [Msmbust st Panghnin Becae _ | terima dan data teknis Tdam o da terima dan data teknis
€ |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis berkes penmatonan, daftar osidie, Surst 1 Jam Tanda Terima
_ “ Pengantar
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) [ ._ Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
L f
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi A\ rekomendasi 2 Jam rekomendasi
SR Se—

Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian atau :
] lakan izin S ralbme | OPD Teknis rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
10 |Penetapan |zin melalui apiikasi Sicantik (diterima atau ditolak) _ _ Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
1 v.m_._nm.ﬂxu: |zin atau Surat Penolakan melaiui aplikasi _ “u 1zin 1 Jarm 2in atau surat penolakan

|sicantik
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO _ _ 1zin 10 Mentt  |Izin atau surat penclakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan . 1zin atau surat penolakan dan tanda
13 ke pemohon dengan membat tanda . _ le I1zin atau surat penolakan 10 Menit terina

Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani
14 bukti tanda terima A Vu |zin atau surat penolakan dan tanda terima| 10 Menit  |lzin atau surat penclakan




NOMOR SOP SOP-D-08
TGL. PEMBUATAN 125 Mei 2024
REVISI - 00
TGL. PENGESAHAN 21 Juni 2024
KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RISOHIAN GLEH
NAMA SOP Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKLPH (UKL-UPL)- KKLH (AMDAL)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan|2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
Lingkungan Hidup 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permen LHK No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan yang wajib|4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
memiliki AMDAL, UKL UPL dan SPPL 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4, Permen LHK No. 5 tahun 2021 tentang Persetujuan Teknis dan Tata Cara Penerbitan
Sertifikat Layak Operasional (SLO)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Transportasi Operasional
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses layanan Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKLPH (UKL-UPL)- KKLH (AMDAL)|1. Surat Undangan 1=
tidak dilaksanakan dengan baik maka Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKLPH (UKL-UPL)-{2. Daftar Hadir .
KKLH (AMDAL) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan. 3. Notulen Rapat -
4. Berita Acara Survey Lapangan -
5. Surat Rekomendasi -




SOP Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKLPH (UKL-UPL) KKLH (AMDAL)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Tim Teknls
Pemohon Front Office (FO) | Back Office (BO)| Sub Koordinator Koordinator | Kepala Dinas T o_,.i” Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan berkas permohonan ke Front 1 } i 10 Meni B i
Menerima dan memeriksa berkas T
2 |persyaratan. Jika lengkap akan diproses jika Telaly berkas permohonan 15 menit berkas permohonan
tidak dikembalikan ke pemohon
flengagendakan berkas persyaratan izin, i
3 |upload dok persyaratan ke Aplikasi berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
SICANTIK
M tak dan memberkan tanda terima } "
4 |berkas kepada pemohon serta memberik berkas permohonan 10 Menit ek ..E_ terima - f
\ honan ke BO 1 [ an tanda tel
W berkas permohonan, daftar
A B, " berkas permohonan, daftar ceklist,
5 surat Peng Berkas _ 1 iands t dan data teknis 1 Jam ﬁ.g.ﬂi dan data
[Menyerahkan berkas permohonan ke Tim r_ berkas permohonan, daftar ceklist,
e Teknis D Surat Pengantar e ikt T
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) - m“ﬁ. Permahonan den Notulen 5 hari rekomendasi
8 Rl _a  den i hasd Av ._.J-m.-pml.l_ rekomendasi 2 Jam rekomendasi
. o Sehusl leememm—
guji dan pelajari { m
9 |pemberian atau penolakan izin sesuai |rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
rekomendasi OPD Teknis
Penetapan |zin melalui aplikasi Sicantik
10 (diterima atau ditolak) Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
Pencetakan Izin atau Surat Penclakan melalui —
1 | ksl soantk D Izin 1 Jam Izin atau surat penolakan
12 ._“.o yarahisan tinSuvd panon _ _ Izin 10 Menit Izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau
13 |sural penolakan ke pemohon dengan & Izin atau surat penolakan 10 Menit _uunnn.hz surst psnolekan den
membuat tanda terima. _ it i
Menerima izin atau surat penolakan dan Izin atau surat penolakan dan
14 menandatangani bukti landa terima D e torbna 10 Menit Izin atau surat penolakan
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